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DARI REDAKSI

1. 2%, " Kawasan
Mahkota Permata
- “Tanah Papua

Salam Sejahtera bagi kita semua
Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bersua kembali para pembaca setia Majalah Kasuari Inovasi
Edisi II tahun 2019.

Kami segenap redaksi Majalah Kasuari Inovasi mengucapkan puji
syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya, penerbitan
Majalah Edisi I Desember Tahun 2019 boleh terselesaikan.

Majalah Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat
dalam mendeskripsikan aktifitas Kelitbangan dan Inovasi di Papua Barat.
Majalah ini terbit setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Desember
dan bulan Juni. Edisi kedua ini mengulas tentang kegiatan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi tahun 2019, seperti kegiatan kelitbangan
dan inovasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kegiatan
Kerjasama dengan mitra pembangunan Papua Barat.

Topik utama edisi ini adalah Inovasi kunci pencapaian SDG’s di
Papua Barat Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan
Mahkota Permata Tanah Papua (7he Crown Jewel of Tanah Papua).
Laporan khusus dari Los Angeles Amerika Serikat berupa pemberian
penghargaan kepada Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan
sebagai pahlawan konservasi dunia. Sebagai tokoh ditampilkan profil
singkat Wakil Gubernur Papua Barat, selanjutnya serba-serbi, teknologi,
galeri dan kearifan lokal.

Selain topik tersebut juga ada kolom Deklarasi Manokwari dan Profil
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Semoga sajian kami di edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
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Apa yang alucapkan,
tulah yang aikerjakan

—Mohamad Lakotani, SH,. M.Si, Wakil Gubernur Papua Barat
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WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT

Mohamad Lakotani, SH, M.Si

Wakil gubernur papua barat, M.Lakotani dan keluarga. bok. M.LAKOTANI

ohamad Lakotani, SH, M.Si
merupakan putra terbaik Papua
kelahiran Kaimana 13 Maret 1971.
Bapak Mohamad Lakotani hidup
bersama istri Ibu Lani Lasainggi
yang sehari-hari berprofesi sebagai guru.
Bapak dan ibu memiliki seorang putra
bernama Icsanul F. Sirua dan anak putri
bernama Hanifah F. Sirua. Bapak Mohamad
Lakotani memiliki kehidupan yang taat
dalam menjalankan nila-nilai agamawi
sehingga menjadi panutan bagi kaum
Muslim khususnya di Papua Barat. Bapak
berusia 48 tahun ini, memiliki kesukaan
membaca dan juga berolahraga. Selain itu,

Bapak Mohamad Lakotani memiliki
sebuah prinsip hidup yaitu “Apa yang
diucapkan itulah yang dikerjakan” moto
hidup inilah yang mengakselerasikan
Bapak Mohamad Lakotani hidup dan
bekerja sesuai dengan perkataan yang
sudah diucapkan.

Bapak Mohamad Lakotani menjabat
sebagai Wakil Gubernur Papua Barat sejak
12 Mei 2017. Wakil Gubernur Papua Barat ini
telah bersumpah bersama Gubernur Papua
Barat (Drs. Dominggus Mandacan) untuk

saling mendukung dalam menjalankan
sistem pemerintahan Provinsi Papua Barat
dengan pola melayani rakyat dengan hati,
mempersatukan  seluruh  masyarakat
dengan kasih, menuju Papua Barat yang
Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Wakil
Gubernur Papua Barat ini terus dengan
semangat yang gigih mendukung Gubernur
Papua Barat dalam mengimplementasikan
Visi & Misi kepemimpinan menyangkut
pembangunan infrastruktur, kesejahteraan
masyarakat, pengelolaan sumber daya
alam, pendidikan, kesehatan, serta menjaga
stabilitas keamanan.

Pada tahun 1978 hingga 1984, Bapak
Mohamad Lakotani menempuh pendidikan
di Sekolah Dasar YPPK ST. Fransiskus
Kaimana. Beliau menyelesaikan Sekolah
Menengah Pertama Yapis Kaimana pada
tahun 1987 dan tahun 1990 Beliau tamat dari
Sekolah Menengah Atas Yapis Muhamadiah
Jayapura. Kemudian pada tahun 1990
hingga 1995, melanjutkan studi pada
Perguruan Tinggi Universitas Cendrawasih
Jayapura dan menyelesaikan studi Pasca
Sarjana pada Universitas Hasanuddin
Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2002. e

Karier:

e Kepala Distrik
Buruway, Kabupaten
Kaimana, Papua
Barat (2002)

Kepala Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kaimana,
Papua Barat (2010}

Kepala Sekretariat
Unit Percepatan
Pembangunan
Provinsi Papua
Barat/ UP4B (2011)
Ketua PC Nahdlatul
Ulama Kabupaten
Kaimana, Papua
Barat.

Ketua Pimpinan
Wilayah Dewan
Mesjid Indonesia
Papua Barat
(2018-2023)

Wakil Gubernur
Papua Barat
(2017-2022)
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Pahlawan Konservasi Global

atu lagi prestasi dan capaian
Pemerintah Papua Barat da-
lam bidang pembangunan dan
konservasi. Prestasi berupa
pemberian penghargaan se-
bagai Pahlawan Konservasi Global y
atau Global Conservation Hero ke- & 3
pada Pemerintah Provinsi Papua Ba- &

1 .
rat. Penyerahan ini dilaksanakan di -
Milk Stugl]io, Los Angeles, Ameri(ka Se- s E RVATI ON *:
rikat pada tanggal 8 Juni 2019, kepa- R N ATI O N A L \ k
v R

Anggrek Iriana
dan Anggrek Adolina
dari Tanah Papua

ulbophyllum saat ini merupakan marga terbesar
dalam keluarga anggrek, Orchidaceae dengan
lebih dari 2000 jenis. Meskipun ditemukan di
seluruh daerah tropis, beberapa bagian dunia
jauh lebih kaya dalam jenis Bulbophyllum dari
pada yang lain. Hotspot keanekaragaman jenis terbesar
untuk marga ini adalah Papua. Sekitar 655 jenis Bulbophyllum
yang terdokumentasi saat ini adalah berasal dari Papua dan
pulau-pulau di sekitarnya sehingga tidak heran kalau sampai
dengan saat ini masih terus ditemukan jenis baru dari marga
ini. Berikut adalah Jenis Bulbophyllum yang baru ditemukan

da Bapak Drs. Dominggus Mandacan,
oleh CEO Conservation International,
Dr. M. Sanjayan, disaksikan oleh Ke-
tua DPR Papua Barat, Pieter Kondjol,
Sekda Papua Barat, Drs. Nataniel D.

di Papua.

Bulbophyllum adolinae adalah spesies an-
ggrek baru yang ditemukan oleh peneliti dari
Universitas Papua dan KEW Botanical Garden,
United Kingdom, di sekitar Danau Anggi Giji
Pegunungan Arfak, pada tahun 2014. Anggrek
Adolina hidup sebagai epifit pada hutan lu-
mut (Moss Forest) pada ketinggian lebih dari
1970 m dpl, dan merupakan anggrek endemik
Pegunungan Arfak. Nama anggrek diberikan se-
bagai penghargaan kepada Ibu Yuliana Adolina
Kiriwenno Mandacan (Istri Gubernur Papua Barat)
pada acara ICBE 2018 di Manokwari Papua Barat,
sebagai penghormatan kepada beliau yang juga pen-
cinta anggrek dan Ketua PAI Papua Barat yang giat

Anggrek Adolina

Bulbophyllum adolinae Schuit., Wanma, Mambor &
Heatubun. spec. nov.

Type: Indonesia, Papua Barat Prov., Arfak Mountains,
montane forest north of Anggi Giji Lake, Schuiteman
2014-38 (with Marie Briggs, Frandz Rumbiak Pawere,
Soetjipto Moeljono, and Filep Mambor]), 25 July 2014
(holotype BO; iso K, MAN].

FOTO: ANDRE SCHUITEMAN

%

-

(FOTO : DAAWIA SUHARTAWAN)

Anggrek Iriana

Bulbophyllum irianae De Vogel, Suhartawan, Hoogendijk
& Heatubun, sp. nov.

Type: Indonesia, Tanah Papua, Papua Prov., Keerom
Regency, Senggi district, Keerom cult. 20180091 (De Vogel,
Suhartawan & Hoogendijk) (holotype Yayasan Pendidikan
Alam Papua, temporarily stored in Universitas
Cenderawasih).

Bulbophyllum irianae spesies anggrek endemik ini
ditemukan oleh tim peneliti dari Hortus Botanicus,
Leiden, Belanda, pada tanggal 3 Februari 2018,
Kampung Afley, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua,
pada ketinggian sekitar 300 m di atas permukaan laut.
Anggrek ini ditemukan pada pohon yang ditebang di
jalan ke Senggi. B. iriane, merupakan tumbuhan epifit,
yang hidup pada tajuk hutan primer dengan ketinggian
sekitar 45 m. Pemberian nama kepada Ibu Iriana Joko
Widodo (Ibu Negara Republik Indonesia) pada acara
ICBE 2018 Manokwari Papua Barat, sebagai penghargaan
atas kesediannya membantu proses pembangunan di
Tanah Papua.

Mandacan, konsulat Jenderal Repub-
lik Indonesia Los Angeles ( KJRI LA)
Khrishawan dan Kepala Badan Peneli-
tian & Pengembangan Daerah Provin-
si Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. He-
atubun.

Pemberian penghargaan ini diberi-
kan dengan memperhatikan tindakan
dan keputusan mendasar dan “berani’.
Pemerintahan Papua Barat, di bawah
kepemimpinan  Drs.  Dominggus
Mandacan. Sebut saja keputusan untuk
merevisi RTRW Papua Barat dari kon-
disi saat ini dimana RTRW Papua Barat
mengalokasikan 56% luas wilayah da-
ratan sebagai kawasan budidaya dan
hanya 44% sebagai kawasan lindung
menjadi minimal 70% kawasan lin-
dung dan 30% kawasan budidaya.
Bukan hanya itu, Pemerintah Papua
Barat bersama DPR Papua Barat serta
Majelis Rakyat Papua Barat telah me-
nyetujui dan mengesahkan Perdasus
Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
yang merupakan suatu paradigma
baru pembangunan sosial ekonomi
di Provinsi Papua Barat. Jika melihat
sepintas, maka banyak pihak berpen-
dapat bahwa ini gagasan dan keputus-
an yang diambil Pemerintah dan ma-
syarakat Papua Barat adalah sesuatu
yang berani atau nekad. Namun kalau
kita melihat lebih mendalam, maka
keputusan-keputusan ini adalah sua-
tu “keniscayaan”. Suatu fakta bahwa
Provinsi Papua Barat dan Papua kaya
akan sumber daya alam dan bahan

Gubernur Papua Barat Menerima Penghargaan Sebagai “Pahlawan Konservasi
Global” oleh CEO Conservation International, Dr. M. Sanjayan. pHoTo: cEO CI

tambang dengan penduduk relatif se-
dikit dibandingkan dengan luas dua
provinsi ini. Tetapi kegiatan pemban-
gunan dan pemanfaatan sumber daya
alam di Provinsi ini belum memberi-
kan kontribusi nyata bagi peningkatan
kesejahteraan (ekonomi masyarakat).
Provinsi Papua Barat dan Papua
masih masuk dalam kategori Provinsi
termiskin di Indonesia. Pengalokasian
dana otsus yang diperuntukkan un-
tuk mempercepat pembangunan eko-
nomi yang sudah berjalan hampir 25
tahun juga belum memberikan hasil
yang diharapkan. Dengan demikian
keputusan untuk merubah paradig-
ma pembangunan dari bisnis as usu-
al menjadi pembangunan berkelanju-
tan merupakan suatu keputusan yang
tepat. Suatu pola pembangunan yang
menitikberatkan pada 4 pilar utama:
1) perlindungan lingkungan hidup
demi menjamin keberlangsungan
kehidupan masyarakat hukum adat
Papua Barat dan kehidupan umat
manusia pada umumnya; 2) perlin-
dungan dan pengawetan keanekara-

gaman hayati demi menjamin keseim-
bangan ekologi dan kelangsungan
proses-proses kehidupan manusia; 3)
pengelolaan dan pemanfaatan sum-
ber daya alam secara bijaksana dan
berkelanjutan; 4) pemulihan lingkun-
gan hidup dan pengelolaan ekosistem
penting yang telah terdegradasi.

Dalam sambutannya, Sanjayan me-
nyampaikan bahwa ini merupakan
“Suatu komitmen kuat dari Gubernur
dan masyarakat Papua Barat untuk
mengalokasikan setidaknya 70 persen
kawasan daratan sebagai kawasan lin-
dung bagi perlindungan masa depan
Papua Barat”

Tim Kasuari Inovasi menyampaikan
selamat kepada Pemerintah Provinsi
dan masyarakat Papua Barat, khusus-
nya kepada Bapak Drs. Dominggus
Mandacan atas penghargaan ini
dan mengharapkan penghargaan
Pahlawan Konservasi Dunia dapat
mendorong kita untuk menjadikan
Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi
Pembangunan Berkelanjutan.

°
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LAPORAN KHUSUS

Narasumber dan peserta pelatihan kepemimpinan. (JOPAN/BALITBANGDA)

Executive Leadership and
Conservation Summit

ada Oktober 2018, Pemerintah

Provinsi Papua Barat dan Papua

beserta Mitra Pembangunan

berhasil melaksanakan Konfe-

rensi Internasional Keanekara-
gaman Hayati, Ekowisata dan Ekono-
mi Kreatif ICBE 2018). Konferensi ini
dihadiri lebih dari 1000 peserta, dan
juga menghasilkan komitmen pelak-
sanaan Provinsi Papua Barat sebagai
Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
dan Deklarasi Manokwari, yang berisi
14 butir kesepakatan.

Menyadari bahwa melaksanakan
rekomendasi ICBE 2018 dan Deklarasi
Manokwari membutuhkan kerjasama
semua pihak di Tanah Papua dan ma-
syarakat global. Kerjasama terutama

dalam peningkatan kapasitas kepe-
mimpinan, peningkatan pemahaman
tentang pentingnya saling keterkait-
an antara konservasi, pembangunan
berkelanjutan dan pembangunan
ekonomi hijau.

Selain kerja sama, diperlukan juga
kepemimpinan yang kuat dan visio-
ner agar dapat memimpin proses pe-
rubahan paradigma pembangunan
yang bertumpuh pada pemanfaatan
sumberdaya alam dan mengejar per-
tumbuhan ekonomi ke pendekatan
pembangunan yang berusaha menye-
laraskan pembangunan ekonomi dan
perlindungan sumberdaya alam serta
perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai kegiatan awal peningkat-

10| KASUARINovas | EDISI 2, DESEMBER 2019

an kapasitas kepemimpinan di Papua
Barat, Conservation International
Indonesia Program (CI-IP) bekerja-
sama dengan Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
(BALITBANGDA) Provinsi Papua
Barat dan Harvard Kennedy Bussines
School = mengadakan Pelatihan
Kepemimpinan Eksekutif  dan
Pertemuan Lingkungan bagi pejabat
di Pemerintah Provinsi Papua Barat,
perbankan, pengacara serta pengusa-
ha lokal.

Pelatihan ini bertujuan untuk:

e Memberikan kesempatan kepa-
da Pemerintah Papua Barat un-
tuk membagi pandangan (visi)
Pemerintah dalam Pembangunan
Berkelanjutan;

e Mempelajari dan memahami pola
kepemimpinan dalam pemba-
ngunan ekonomi dan konservasi;

e Membagi pelajaran langsung dari
tenaga profesional dan eksekutif
dunia dalam bidang usaha, akun-

tan dan perbankan;

¢ Membahas kesempatan dan tan-
tangan khusus dalam pengemban-
gan ekowisata yang menggabun-
gkan antara keuntungan ekonomi
dan konservasi.

Materi pelatihan yang disampai-

kan, antara lain:

e Penyampaian Visi Pemerintah
Papua Barat tentang Pemba-

Sambutan
Gubernur Papua
Barat.

(F. HURULEAN/
BALITBANGDA])

Wawancara
Gubernur Papua
Barat didampingi
Kepala
BALITBANGDA.

(F. HURULEAN/
BALITBANGDA])

ngunan Ekonomi Berkelanjutan
Papua Barat, Kesempatan dan
Tantangan;

Applied Principles of Leadership in
the Banking, Legal, and Financial
Sector oleh Profesor Dr. Edward
Cunningham, Universitas Har-
vard;

Assuming Conservation and Sus-
tainability as Personal Conviction
in Leadership, oleh Dr. R. Sneider,

IUCN

e Opportunities and Challenges in
Developing Ecotourism, oleh Mark
Ammer, Raja Ampat Conservation
Center; dan

e Papua Barat: Towards the Sus-
tainable Development, oleh Ketut
Sarjana  Putra, Conservation
International Indonesia.

Dalam sambutan Gubernur Papua
Barat, Drs. Dominggus Mandacan,
menyampaikan bahwa Pemerintah
dan masyarakat Papua Barat telah
mengambil langkah konkrit untuk
konservasi hutan yang akan membe-
rikan manfaat bukan saja untuk ma-
syarakat di Tanah Papua, tetapi juga
bagi masyarakat dunia. Usaha ini ha-
nya akan berhasil jika masyarakat du-
nia juga ikut berpartisipasi. Baik lewat
proyek-proyek konservasi atau pem-
bangunan berkelanjutan atau pening-
katan kapasitas kepemimpinan dan
pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan. “Kami sudah siap” kata-
nya. Sementara itu, Profesor Edward
Cunningham, menyampaikan gagas-
an besar saja tidak cukup untuk me-
rubah pola pembangunan lama ke
pembangunan berkelanjutan dan
berkeadilan. Dibutuhkan pemimpin
yang visioner dan terbuka terhadap
pola dan gejala perkembangan dunia.

Ketut Sarjana Putra menyam-
paikan bahwa jika Pemda dan ma-
syarakat Papua Barat ingin men-
capai Provinsi Pembangunan
Berkelanjutan, maka investasinya
harus yang ramah lingkungan, ter-
masuk pembiayaan dan jenis usaha-
nya. Langkah pertama yang harus
ditempuh adalah membangun ba-
sis legal (hukum) sebagai dasar me-
nuju Pembangunan Berkelanjutan.
Conservation International menawar-
kan skema pembiayaan konservasi
yang berkelanjutan seperti misalnya
Blue Abadi Fund, Blue Halo ‘S’ dan re-
tribusi jasa lingkungan. Sementara,
Richard Sneider menyampaikan prin-
sip pembangunan berkelanjutan ada-
lah “Bekerja bersama alam, bukan
melawan alam karena melawan alam
berarti melawan diri sendiri, karena
kita bagian dari alam.”

® Yance de Fretes/CI
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LAPORAN KHUSUS

Inovasi Kunci Pencapaian
Target SDGs di Papua Barat
Provinsi Pembangunan

Berkelanjutan

apua Barat dengan status Oto-

nomi Khusus, merupakan pro-

vinsi di ujung timur Indonesia.

Terbentuk Tahun 1999 dengan

nama Irian Jaya Barat, kemu-
dian berubah menjadi Papua Barat
pada Tahun 2007. Provinsi yang dike-
nal dengan Bumi Kasuari ini memiliki
potensi yang sangat luar biasa, baik
di bidang perikanan, pertanian, per-
tambangan, hasil hutan dan pariwisa-
ta. Semua sektor ini bisa menyerap te-
naga kerja yang cukup tinggi. Potensi
luar biasa tersebut merupakan modal
berharga yang diharapkan berkontri-
busi bagi kesejahteraan rakyat, khu-
susnya Orang Asli Papua di Provinsi
Papua Barat.

Dalam kebijakan Otonomi Khusus
di Provinsi Papua Barat, juga mem-
pertimbangkan penghormatan hak-
hak dasar bagi Orang Asli
Papua (OAP), yang menca-
kup unsur-unsur adat,
agama, dan perempu-

manfaatan hasil kekayaan alam
Provinsi secara optimal, sehingga
kesenjangan antara Provinsi Papua
Barat dan daerah lain bisa dimodera-
si, dan hak-hak dasar penduduk asli
papua mulai bisa dipenuhi.

Menurut BPS yang merilis IPM
Provinsi Papua Barat Tahun 2018,
mencatat bahwa IPM Provinsi Papua
Barat mencapai angka 63,74 atau me-
ningkat 0,75 dari tahun 2017 pada le-
vel 62, 99. Kenaikan ini disebabkan
adanya perbaikan peningkatan taraf
hidup, peningkatan kualitas pendidi-
kan yang setara dengan pendapatan
perkapita penduduk. Kendati demi-
kian, Papua Barat masih berada pada
peringkat dua terbawah.

Meskipun  melampaui  target
RPJMD, namun kesenjangan pemban-
gunan IPM Kabupaten / Kota masih

terjadi, dimana pertumbuhan
tiap Kabupaten/kota ke
pertumbuhan rata-rata
tidak terlampau jauh

an, mengedepankan atau pembangunan
perlindungan, Kke- manusia Provinsi
berpihakan, pem- ) Papua Barat masih
berdayaan, dan berstatus sedang.

penghormatan bagi Indeks Pembangunan Dalam  penge-
Orang Asli Papua Manusia Provinsi Papua lolaan  kekayaan

(OAP).  Tujuannya Barat, meningkat 0,75 sumberdaya alam

adalah untuk men-
capai kesejahteraan
masyarakat khususnya
Orang Asli Papua serta me-
ningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), “menuju Papua
Barat yang Aman, Sejahtera dan
Bermartabat™.

Untuk memastikan peningkatan
kesejahteraan masyarakat Provinsi
Papua Barat khususnya OAP, dila-
kukan dengan pengelolaan dan pe-

dari tahun 2017

di Papua Barat ma-
syarakat kita memiliki
aktivitas ekonomi yang
masih dilakukan secara sub-
sistem dengan distribusi sumber-
daya yang bervariasi dari wilayah pe-
sisir sampai pegunungan, begitu juga
akses terhadap sumberdaya alam
yang berbasis komoditas lokal sesuai
potensi sumberdaya alam.
Walaupun memiliki akses terha-
dap sumberdaya alam yang melim-
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Lokasi Persemaian Bibit Coklat
Ransiki Koperasi Produsen Ebier
Suth Cokran

Kunjungan Tim Satgas Kakao Papua
Barat di lokasi pengeringan biji
Kakao, Ransiki, Manokwari Selatan.
(EZROM B/BALITBANGDA)

pah, namun jenis usaha ekonomi
produktif yang dilakukan Orang Asli
Papua masih sangat terbatas, begitu
juga dengan masyarakat yang mene-
kuninya.

Untuk itu, dalam rangka peningka-
tan stabilitas harga, perekonomian
Provinsi Papua Barat juga membu-
tuhkan adanya peningkatan supply
atas kebutuhan pokok masyarakat.
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Peningkatan pasokan kebutuhan po-
kok yang diikuti dengan kenaikan
produksi diharapkan tidak saja mam-
pumenekan instabilitas harga komo-
ditas di tingkat konsumen, tetapi juga
mampu mengangkat penyerapan te-
naga kerja, pengurangan tingkat ke-
miskinan dan peningkatan mobilitas
perekonomian masyarakat Provinsi
Papua Barat.

Selain itu, dibutuhkan perubahan

pengelolaan sumberdaya alam yang
tidak bersifat ekstraktif dan tidak ter-
baharui, kearah pengembangan eko-
nomi yang berkelanjutan yang mem-
perhatikan tiga aspek pembangunan
yaitu aspek sosial, aspek lingkungan
dan aspek ekonomi.

Potensi sumber daya alam di Tanah
Papua khususnya di Provinsi Papua
Barat, merupakan modal dasar pem-
bangunan yang perlu mendapat per-
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hatian dalam pembangunan berke-
lanjutan, untuk perbaikan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat
di Tanah Papua, khususnya OAP.
Komitmen bersama Pemerintah
Provinsi Papua Barat, Pemerintah
Provinsi Papua, Pemerintah Pusat,
Mitra Pembangunan Lokal, Nasional
dan Internasional untuk memulai
pendekatan pembangunan yang lebih
menghargai jasa lingkungan dan men-

Buah Kopi Kabupaten Pegunungan
Arfak.

(ALBERTH YOMO/BENTARA)

jaga kelestarian sumber daya alam
akan memberikan manfaat lebih bagi
kesejahteraan masyarakat adat.
Deklarasi sebagai Provinsi
Konservasi yang kemudian ditin-
daklanjuti dalam sebuah regulasi be-

Panen Kopi Minyambouw, salah satu Produk Unggulan di Papua Barat yang

akan dikembangkan untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat di

Pegunungan Arfak. (ALBERTH YOMO/BENTARA)

rupa Perdasus Provinsi Pembangunan
Berkelanjutan, memiliki makna
bahwa konsep pembangunan ha-
rus bertumpu pada pengembangan
yang lebih menghargai lingkungan,
termasuk menggerakkan perekono-
mian yang rendah karbon (low carbon
economy) atau lebih dikenal dengan
Ekonomi Hijau (berbasis lahan) dan
ekonomi biru (berbasis lautan).

Kegiatan untuk menghasilkan laba,
tidak terbatas pada sumber daya
alam, perikanan dan budidaya air
tetapi juga termasuk pariwisata, per-
tambangan, dan transportasi ser-
ta ekonomi jingga (berbasis kreati-
vitas dan inovasi). Dapat berupa ide
dan kreativitas untuk menciptakan
lapangan pekerjaan, meningkatkan
pendapatan, mengembangkan Kke-
majuan teknologi, menumbuhkan ke-
sadaran berinovasi, mengembangkan
keragaman budaya serta dapat me-
ningkatkan kepedulian sosial, serta
pengembangan ekowisata dan perta-
nian berkelanjutan dengan pengem-
bangan komoditas lokal.

Perlu menjadi catatan, bahwa pen-
capaian pembangunan pada tin-
gkatan pemerintahan baik nasional
maupun regional sangat bergantung
kepada sinergitas peran pemerin-

tah dan masyarakatnya. Hal ini se-
suai dengan yang diamanatkan da-
lam substansi pokok dari tindak
lanjut Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah Daerah (RPJMD) yang
mendefinisikan arah pembangunan
ekonomi target pencapaian daerah.
Perubahan dinamis kondisi pereko-
nomian, pada satu sisi menuntut ada-
nya respon/tanggapan yang cepat se-
luruh stakeholder perekonomian
terhadap perubahan kondisi yang
terjadi. Di sisi lain, tantangan kom-
pleks pembangunan lokal menun-
tut percepatan penuntasan masalah
yang dihadapi daerah.

Dalam semangat Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Derah
(RPJMD) Provinsi Papua Barat 2017 -
2022, tetap akan mempertimbang-
kan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di
Provinsi Papua Barat dengan berba-
gai agenda kebijakan pembangunan
baik pada bidang pendidikan, keseha-
tan, ekonomi, dan infrastruktur untuk
kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Papua Barat, dan dalam konteks ke-
bijakan Otonomi Khusus di Provinsi
Papua Barat yang dilaksanakan dalam
rangka penghormatan hak-hak dasar
bagi Orang Asli Papua (OAP).

® Ferry Hurulean/BALITBANGDA
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Gagasan Inovatif dan
Strategis dalam Mendukung
Provinsi Pembangunan

Berkelanjutan

emerintah Provinsi Papua Barat

melalui Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BALIT-

BANGDA) Provinsi Papua Barat

terus melakukan berbagai te-
robosan dan akselerasi untuk penca-
paian butir-butir Deklarasi Manokwa-
ri 2018.

Kepala BALITBANGDA Provinsi Papua
Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun,
S.Hut,, M.Si, membantu Gubernur
Provinsi Papua Barat memotori dan
menginisiasi semangat ini dengan kola-
borasi berbagai Mitra Pembangunan.

Kolaborasi yang dilakukan anta-
ra pemerintah, mitra pembangunan
dan masyarakat di Provinsi Papua
Barat sudah berjalan dengan baik,
terbukti dengan adanya momen-
tum ICBE 2018, yang merupakan ko-
mitmen bersama untuk mewujud-
kan Papua Barat sebagai Provinsi
Pembangunan Berkelanjutan.

Gagasan yang sudah didorong
dalam kolaborasi ini, antara lain
Pengajuan Dana Alokasi Umum (DAU)
sebagai usulan instrument fiskal de-
ngan Indikator Luas Tutupan Hutan
(Aspirasi Teminabuan), Pendanaan
Green Climate Fund (GCF) merupakan
entitas pelaksanaan dari mekanisme
keuangan United Nation Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) melalui Global Green
Growth Institute (GGGI) dan Badan
Kebijakan Fiskal Kemenkeu, ser-
ta Coklat Ransiki kerjasama dengan
Perusahaan Coklat Pipiltin Cocoa.

Pengajuan Dana Alokasi Umum (DAU)
sebagai usulan instrument fiskal
dengan Indikator Luas Tutupan Hutan
(Aspirasi Teminabuan)

Gubernur Provinsi Papua Barat,

Drs. Dominggus Mandacan bersama
13 pimpinan daerah se-Papua Barat
telah melahirkan satu aspirasi ber-
sama yang dikenal dengan sebutan
Aspirasi Teminabuan 2019. Disebut
Aspirasi Teminabuan, karena aspira-
siini lahir di Teminabuan, Kabupaten
Sorong Selatan pada April 2019.
Munculnya aspirasi ini karena se-
mangat dan kecintaan terhadap
Tanah Papua untuk tetap hijau dan
menjadi rumah bersama bagi masa
depan manusia, bukan saja manusia
di Papua Barat, tapi juga untuk masa
depan Tanah Papua, Indonesia dan
seluruh manusia di planet ini.

Semangat pembangunan berkelan-
jutan tidak hanya berfokus pada pe-
lestarian alam  Papua, tetapi juga
mengakui hak dan memastikan ke-
sejahteraan masyarakat adat yang
mendiami kawasan hutan Papua
dan Papua Barat. Hal ini juga seba-
gai panduan utama bagi upaya-upaya
pembangunan dalam konteks apa-
pun yang menitikberatkan perlin-
dungan, pelestarian, dan penerapan
prinsip-prinsip keberlanjutan dalam
pemanfaatan sumber daya alam di
Papua Barat.

Hutan dengan Keanekaragaman
Hayati di Tanah Papua adalah anuge-
rah Tuhan yang dikaruniakan seba-
gai modal alam bagi Bangsa Indonesia
dan menjadi Aset Negara untuk
Pembangunan Berkelanjutan. Hutan
sebagai Modal dan Aset Negara, ha-
rus dilindungi dan dimanfaatkan se-
cara bijaksana, sehingga keberadaan-
nya dapat dirasakan dan dinikmati
oleh anak cucu di masa depan.

Pada 19 Oktober 2015, Pemerintah
Provinsi Papua Barat telah men-
deklarasikan diri sebagai Provinsi
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Kepala Balitbangda. Prof. Charlie. D
Heatubun, S.Hut,. M.Si.
(F.HURULEAN/BALITBANGDA)

Konservasi dengan mengeluarkan
Peraturan Daerah khusus yang telah
disahkan pada 20 Maret 2019.

Untuk  mendukung  Perdasus
Pembangunan Berkelanjutan dengan
slogan Provinsi Konservasi dima-
na Pemerintah dan Masyarakat telah
berkomitmen untuk melindungi dan
melestarikan hutan minimal 70% luas
daratan sebagai Kawasan Lindung.
Sesuai Komitmen Pemerintah dan
Masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Tanah Papua yang kaya ini, telah
kehilangan kesempatan untuk me-
manfaatkan potensinya bagi kemak-
muran Orang Asli Papua. Kehilangan
peluang berupa sumber-sumber pe-
nerimaan untuk memajukan daerah
tanpa kompensasi yang memadai,
yang memperkuat kemampuan Fiskal
dan mengatasi kebutuhan Fiskal di
Tanah Papua.

Sementara itu transfer fiskal yang

ada saat ini belum memadai dalam
upaya menjaga hutan di tanah ini.
Atas dasar pemahaman yang sama
inilah, para Bupati dan Wali Kota
se-Provinsi Papua Barat bersedia me-
nandatangani Aspirasi Teminabuan,
sebagai pernyataan untuk alterna-
tif transfer fiskal Dana Alokasi Umum
(DAU) bagi Provinsi Papua Barat.

Aspirasi Teminabuan 2019 memi-
liki satu harapan, bahwa para pim-
pinan daerah tetap berkomitmen
untuk menjaga hutan Papua Barat
yang telah tertuang dalam Deklarasi
Manokwari, sebagai bagian dari ino-
vasi alternatif dari usaha melestari-
kan hutan untuk tidak dialih fungsi-
kan dengan komoditas lain, dimana
hutan harus tetap lestari dan masya-
rakat yang tinggal di atasnya harus
mendapatkan manfaat secara lang-
sung.

Bahwa pengajuan Dana Alokasi
Umum (DAU) sebagai usulan instru-
ment fiskal dengan indikator luas tu-
tupan hutan (forest cover) berupa hu-
tan primer dan hutan sekunder, ini
menjadi solusi berupa skema kebija-

kan baru bagi kabupaten/kota dan
provinsi yang memiliki tutupan hu-
tan untuk mendapatkan tambahan
Dana Alokasi Umum (DAU), dima-
na daerah yang memiliki hutan luas
menghadapi persoalan insentif dan
fiskal untuk menjaga dan memulih-
kan hutan, daerah kaya hutan juga re-
latif memiliki kebutuhan fiskal lebih
tinggi dan kemampuan fiskal rendah
dibanding daerah bukan hutan.

Transfer fiskal berbasis ekologis
(ecological fiscal transfers) yang diu-
sulkan sebagai salah satu cara meng-
atasi persoalan terutama dalam
memberdayakan masyarakat adat di
Papua Barat yang telah menjaga dan
melestarikan hutan dan alam ling-
kungannya.

Dalam sambutan penutupan Raker
Bupati-Walikota tersebut, Gubernur
Papua Barat menyampaikan bahwa
Aspirasi yang telah ditandatangi ini
akan ditindaklanjuti untuk sampai
kepada Presiden Republik Indonesia,
tentunya dengan kelengkapan berba-
gai dokumen terutama naskah akade-
misnya.

Satu pernyataan Gubernur Papua
Barat, Drs. Dominggus Mandacan
yang harus menjadi semangat bersa-
ma yaitu “Kita tidak mungkin hidup
di Planet yang sakit untuk itu kita ha-
rus saling bekerjasama untuk mem-
buat dunia kita lebih baik.“

Histori Pengajuan Dana Alokasi
Umum (DAU) sebagai usulan
instrument fiskal dengan Indikator
Luas Tutupan Hutan

Pengajuan usulan kebijakan se-
cara histori telah dimulai sejak di-
tandatanganinya Komunike Cikini
di Jakarta September 2018, oleh 13
Bupati dan Walikota di Papua Barat,
kemudian pada 30 April 2019 lahir-
lah Aspirasi Teminabuan yang ditan-
datangani oleh Bupati dan Walikota
serta Gubernur, dilanjutkan dengan
konferensi transfer fiskal, 01 Agustus
2019 di Jakarta. Pada kegiatan terse-
but Pemerintah Provinsi Papua Barat
melalui SEKDA Provinsi Papua Barat
telah menyerahkan draft naskah aka-
demisnya.

Kelanjutan dari berbagai tahapan
pengusulan inovasi kebijakan terse-
but adalah dengan menyelesaikan
naskah akademis DAU mempertim-
bangkan luas wilayah tutupan hu-
tan daerah, dimulai dengan disku-
si pakar yang dilaksanakan pada 9
Oktober 2019 di Hotel Doubletree
Cikini Jakarta yang menghadirkan
berbagai pakar untuk memberikan
masukan terkait substansi naskah
akademisnya, kemudian ditanggal 10
Oktober bertempat di Hotel Aryaduta
Jakarta, dilakukan Sosialisasi oleh
Prof. Charlie kepada para Bupati dan
Walikota serta OPD Provinsi Papua
Barat, terkait proses yang telah dilak-
sanakan sejak di Teminabuan.

Dalam acara tersebut hadir Wakil
Gubernur Papua Barat, Mohamad
Lakotani, yang dalam arahannya me-
nyampaikan bahwa walaupun dalam
kesederhanaan acara ini tetapi kita
sedang membuat karya monumen-
tal bagi kemaslahatan banyak orang
yang lebih pro lingkungan demi ke-
maslahatan umat manusia, terutama
dalam menjaga eksistensi kita di pla-
net bumi tercinta.

Naskah Akademik ini, kata Wagub
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Penandatangan Aspirasi Teminabuan oleh Bupati dan walikota Se-Provinsi Papua Barat dalam Rapat Kerja Bupati/Walikota
di Teminabuan Sorong Selatan 30 April 2019. (FHURULEAN/BALITBANGDA

Papua Barat, merupakan landasan il-
miah dariterobosan atauinisiatif yang
digagas oleh Pemerintah Provinsi
Papua Barat bersama Kabupaten/
Kota se-Papua Barat dalam menyi-
kapi implementasi Pembangunan
Berkelanjutan di Provinsi Papua
Barat.

Wagub Papua Barat juga me-
nyampaikan bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Barat mela-
lui Koordinasi Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda)
membuka seluas-luasnya kesem-
patan untuk bekerjasama dengan
berbagai pihak, termasuk mitra
pembangunan. Kerjasama ini da-
lam rangka mengawal butir-butir
Deklarasi Manokwari, dimana pe-
ran dan keterlibatan mitra pemba-
ngunan, termasuk pihak swasta
dan masyarakat sipil dalam pemba-
ngunan daerah ini sejalan dengan
prinsip tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa atau cle-
an and good governance.

Wagub Papua Barat menegas-
kan, bahwa apa yang dilakukan me-
rupakan salah satu langkah besar
Papua Barat untuk Pembangunan
Berkelanjutan. Tanah Papua ada-

lah salah satu pusat keanekara-
gaman hayati tertinggi di dunia
dan telah menyatukan visi bersa-
ma Tanah Papua yaitu Tanah Papua
Damai, Berkelanjutan, Lestari dan
Bermartabat.

Pendanaan Green Climate Fund
(GCF)

Satu lagi terobosan inovatif da-
lam skema pendanaan global de-
ngan pembiayaan bertajuk Green
Climate Fund (GCF) untuk memban-
tu negara berkembang menanggu-
langi dampak perubahan iklim, dima-
na Pemerintah Daerah yang memiliki
visi membangun secara berkelanjut-
an berpeluang besar untuk mengak-
ses dana perubahan iklim tersebut
guna membiayai berbagai program
pembangunan, yang merupakan
konvensi dari sebuah kerangka kerja
Perserikatan Bangsa-bangsa untuk
Perubahan Iklim (UNFCCC).

Lokakarya Sosialisasi Peluang
Pendanaan Iklim Global dilaksa-
nakan 19 Juni 2019, dihadiri tiga
Provinsi yaitu Papua, Papua Barat
dan Maluku. Tujuannya untuk meng-
usulkan daftar panjang projek yang
bisa dibiayai dan mekanismenya.
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Tahapan ini dimulai dengan Focus
Grup Discusions yang dilaksanakan
pada 14 Mei 2019, bertujuan untuk
mendapatkan gambaran terhadap al-
ternative peluang pendanaan bagi
Green Climate Fund serta projek-pro-
jek yang dapat dibiayai.

FGD ini diikuti oleh semua OPD di
Provinsi Papua Barat, sekalian me-
nyiapkan daftar panjang untuk didis-
kusikan pada Lokakarya yang dilak-
sanakan kemudian.

Dalam sambutan Gubernur Papua
Barat yang dibacakan Sekretaris
Daerah Provinsi Papua Barat Drs.
Nataniel D. Mandacan, M.Si  pada
Lokakarya Sosialisasi Peluang
Pendanaan Iklim Global di Swiss-bell
Hotel Manokwari, Rabu (19/06/2019),
menegaskan komitmen pada konser-
vasi dan pembangunan berkelanjut-
an untuk bisa mendapatkan hasil
nyata bagi perbaikan kesejahteraan
masyarakat serta peningkatan ekono-
mi mereka terutama bagi masa depan
Masyarakat Adat Orang Asli Papua di
Tanah Papua.

Komitmen sebagai Provinsi Pem-
bangunan Berkelanjutan, kata Guber-
nur Papua Barat, sebagai satu solu-
si bagi peningkatan pelestarian alam

dan pembangunan berkelanjutan ti-
dak hanya Papua Barat, tetapi juga
Provinsi lain di Indonesia teruta-
ma Kawasan Timur Indonesia, baik
lewat proyek Mitigasi (pencegahan
perubahan iklim) maupun proyek
Adaptasi (penyesuaian akibat peru-
bahan iklim) dan sebagai pembuktian
bahwa konservasi dan perlindungan
alam bisa sejalan dengan pemban-
gunan ekonomi.

Selanjutnya Noor Syaifudin, se-
laku kepala sub bidang Pendanaan
Perubahan Iklim, Badan Kebijakan
Fiskal, Kementrian Keuangan RI me-
nyampaikan bahwa Indonesia perlu
memiliki daftar proyek perubahan ik-
lim yang sesuai dengan prioritas na-
sional.

Selain itu, telah melalui studi pe-
metaan pendanaan iklim, agar da-
pat mengoptimalkan pendanaan
GCF, bekerja sama dengan Global
Green Growth Institute (GGGI) dan
Conservation  International  (CI)
Indonesia untuk mengidentifika-
si proyek-proyek potensial di daerah
yang memenuhi syarat GCF.

Mengingat proyek-proyek perubah-
an iklim ini implementasinya di ting-
kat daerah, pemerintah daerah juga
perlu terlibat aktif dalam memanfaat-
kan peluang pendanaan GCF dengan
menyusun program-program yang
mendukung pembangunan berkelan-
jutan dan menggandeng entitas tera-
kreditas untuk mengakses dana ter-
sebut.

Noor juga berharap agar pemerin-
tah daerah di wilayah Papua dan
Maluku perlu segera menyusun
program yang sesuai dengan prio-
ritas pembangunan berkelanjutan
yang berpotensi mendapatkan pen-
danaan GCF.

Untuk pengembangan program
tersebut pemerintah daerah meng-
gandeng sejumlah mitra pemba-
ngunan termasuk jasa keuangan tera-
kreditasi yang memiliki pengalaman
dalam program perubahan iklim, dan
selanjutnya berkonsultasi dengan
Badan Kebijakan Fiskal di bawah
Kementrian Keuangan yang berpe-
ran sebagai Focal Point atau National
Desingnated Authority (NDA) yang
mengatur dan mengawasi pelaksana-

an kegiatan GCF di Indonesia.

Sebagai NDA, BKF bertugas me-
mastikan proyek yang dikembangkan
dari pendanaan GCF selaras dengan
prioritas dan target yang berhubung-
an dengan adaptasi dan mitigasi peru-
bahan iklim.

Desi Yuliana dari Global Green
Growth Institute  sebagai Green
Invesment Specialist yang ditunjuk
oleh BKF sebagai mitra penyedia (de-
livery partner) dalam implementa-
si readline dan preparatory support
program (RPSP) GCF Indonesia,
mengatakan, GGGI menyediakan
program dukungan persiapan dan ke-
siapan bagi BKF dan lembaga-lemba-

Selanjutnya akhir dari lokakarya
tersebut telah disusun daftar panjang
usulan proyek yang kemudian dikon-
sultasikan dengan GGGI dan BKF un-
tuk merumuskan sesuai kriteria pem-
biayaan Investasi, area pembiayaan
dan instrument pembiayaan.

Terkait peluang pendanaan Green
Climate Fund, Gubernur Papua Barat
yang diwakili Kepala BALITBANGDA
Provinsi Papua Barat bersama pim-
pinan OPD teknis terkait yaitu Dinas
Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan, Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan,
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Biro Administrasi

Diskusi pakar naskah akademis Dana Alokasi Umum mempertimbangkan
luas wilayah tutupan hutan daerah, Jakarta 19 Oktober 2019. (F.Hurulean/
BALITBANGDA]

ga lainnya dalam meningkatkan ka-
pasitas sehingga mampu mengakses
pendanaan GCF, tujuannya untuk
membantu meningkatkan kesiapan
BKF dalam menjalankan peran seba-
gai NDA.

Kegiatan Workshop ini diba-
gi tiga isu penting yang terdiri dari
Agroforestry, Food And Security
(AFOLU), Energi, Adaptasi dan
Mitigasi. Kemudian dilakukan disku-
si dan memapaparkan hasil diskusi-
nya dan rumusan ini menjadi kebijak-
an pemerintah Provinsi Papua Barat
dan Provinsi Maluku untuk mengata-
si Perubahan Iklim ini.

Pembangunan, telah melakukan per-
temuan bersama BKF yang diwakili
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral-
Badan Fiskal Kementrian Keuangan
Republik Indonesia, di kantor
Badan Kebijakan Fiskal Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, 5
September 2019.

Dalam pertemuan itu, Prof.
Charlie juga mempresentasikan
usulan pendanaan GCF Provinsi
Papua Barat. Usulan itu kemudian
direspon baik oleh Kepala Pusat
Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral- Badan Fiskal
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Kementrian Keuangan Republik Indo-
nesia.

Dari pertemuan itu, Kepala Pusat
Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral- Badan Fiskal
Kementrian Keuangan Republik
Indonesia berharap, proposal yang
disusun oleh Pemerintah Provinsi
Papua Barat diharapkan sesuai den-
gan apa yang menjadi substansi dari
Climate Change dengan 6 indikator.
Diharapkan juga usulan itu dipresen-
tasikan dihadapan lembaga donor
sehingga dapat langsung memberi-
kan masukan terkait apa yang menja-
di substansi proposal tersebut.

Hadir dalam pertemuan itu juga be-
berapa donor dan Mitra terkait dari
CI, UNDP, FOA, Kemitraan, PT.SMI
dan GGGI. Pertemuan itu juga me-
nerima sejumlah masukan beberapa
lembaga, sehingga nantinya proposal
yang disusun bisa sesuai dengan apa
yang menjadi syarat Green Climate
Fund.

Pengembangan Pengelolaan Coklat
Ransiki

Pemerintah Provinsi Papua Barat
telah dan akan terus berusaha un-
tuk mencari solusi inovatif yang bisa
merangsang pertumbuhan ekono-
mi, tapi tetap mengurangi pembu-
kaan lahan. Salah satu yang diga-
gas Pemerintah Provinsi Papua Barat
adalah mengembangkan pengelolaan
Coklat Ransiki. Gagasan ini dilakukan
bersama dengan Mitra Pembangunan
Yayasan Inisiatif Dagang Hijau yang
kemudian berkolaborasi bersama
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Selatan, Pipiltin Cocoa, Koperasi
Petani Cokran “Eiber Suth” .

Coklat Ransiki telah berhasil me-
nembus segmen pasar dengan nama
Cocoa of Paradise. Coklat Ransiki
72% West Papua Indonesia juga te-
lah diproduksi perusahaan produsen
coklat Indonesia dengan nama da-
gang Pipiltin Cocoa.

Pengelolaan Coklat Ransiki tetap
dalam konteks melestarikan hutan
dan gambut serta pengembangan ko-
moditas unggulan berbasis daerah
yang dikelola oleh Orang Asli Papua,
bukan ekstrasi lagi, tetapi berkelan-
jutan di lahan sekitar kawasan Cagar

Gubernur Papua Barat, Dominggus
Mandacan, ketika berkesempatan
membuat coklat Ransiki di Pipiltin
Cocoa, Jakarta.
(F.HURULEAN/BALITBANGDA)

Alam Pegunungan Arfak dengan luas
perkebunan 1600 hektar.

Pipiltin Cocoa merupakan perusa-
haan yang berkomitmen memakai ba-
han baku berkualitas tinggi ditunjang
dengan standarisasi proses yang juga
berkualitas tinggi dan lengkap, dimu-
lai dari pengolahan biji kakao kering
dan telah terfermentasi sampai men-
jadi produk cokelat siap makan, dan
ikut melestarikan alam dengan ikut
menyampaikan pesan tentang clima-
te change dimana hutan harus tetap
lestari.

Pipiltin Cocoa juga memiliki ino-
vasi produk yang bagus, memiliki ge-
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rai penjualan yang modern dan re-
presentatif, serta sudah diterima oleh
pasar Internasional, seperti di Jepang
yang dikenal tinggi standar mutunya.
Tentunya juga karena komitmen
Pipiltin Cocoa yang menggunakan
bahan baku biji kakao dalam nege-
ri sehingga membantu mempromosi-
kan kakao Indonesia,” .

Terobosan inovasi yang dilakukan
terhadap cokelat Ransiki adalah di-
mulai dengan pendekatan hulu dan
berbalik ke hilir. Artinya, setelah
mencari peluang pasar dan menda-
patkannya, kemudian memperbaiki
dan memacu produksi untuk menin-
gkatkan produktivitasnya.

Bahkan kakao merupakan salah
satu komoditas yang didorong pe-
ngembangannya pada program pem-
bangunan berkelanjutan Papua Barat.

Saat berkunjung ke Los Angeles,

Produk Coklat Ransiki dengan
bungkus bergambar burung
cenderawasih vogelkop super bird

of paradise dan tumbuhan endemik

di kawasan cagar alam. Bahwa
keselarasan antara alam dan manusia
dapat meningkatkan kesejahteraan.
(INSERT: F.HURULEAN/BALITBANGDA]

untuk menerima pengharga-
an Pahlawan Konservasi Global
(Global Conservation Hero Award)
dari Conservation International
dan Majalah Internasional Elle atas
Pencapaian Upaya Mewujudkan
Provinsi Berkelanjutan/Provinsi Kon-

servasi lewat Deklarasi Manokwari
dan Perdasus Pembangunan Ber-
kelanjutan, Gubernur Papua Barat
juga melakukan pertemuan dengan
beberapa mitra yang siap mendukung
pengembangan Kakao Ransiki.

Inilah pola baru atau inovasi yang
akan dilakukan untuk beberapa ko-
moditas lainnya seperti kopi, pala,
vanilla, manggove, kopra, rumput
laut serta komoditas pertanian, per-
kebunan, kelautan dan perikanan la-
inya.

Hal ini dilakukan untuk memacu
perekonomian masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan berke-
lanjutan  yang bertumpu pada pe-
ngembangan ekonomi hijau (berba-
sis lahan), ekonomi biru (berbasis
lautan) dan ekonomi jingga (berba-
sis kreativitas dan inovasi), dimana
ekowisata dan pertanian berkelanjut-
an dengan komoditas lokal menjadi
prioritas.

Komitmen untuk pelestarian alam
dan pembangunan berkelanjutan,
juga tergambarkan dalam pesan
bungkus Cokelat Ransiki. Terdapat
gambar burung Vogelkop Super Bird
of Paradise dan beberapa spesies flora
endemik dari kawasan Pegunungan
Arfak yang menjadi kunci pesan
bahwa kegiatan ekonomi dapat ber-
jalan seimbang dengan upaya konser-
vasi dan peningkatan kesejahteraan
petani, khususnya Orang Asli Papua.

Inovasi coklat ransiki yang dipro-
duksi Pipiltin Cocoa mendapatkan
respon positif dan luar biasa dari ber-
bagai elemen, termasuk Pemerintah
Pusat. Hal itu terlihat saat launch-
ing Coklat Ransiki di Grand Mall
Indonesia, 22 Agustus 2019.

Cita rasa khas dari coklat ransiki
72 % seakan mengambarkan kekaya-
an dan keanekaragaman flora dan
fauna serta kehidupan masyarakat
adat dan budayanya yang tinggal di
sekitar kawasan hutan, sekalian me-
lestarikan alamnya. Ada banyak ma-
syarakat Papua yang terlibat dalam
perkebunan kakao ini, sejak perusa-
haan coklat ransiki (Cokran) dibuka
Tahun 1980-an hingga tahun 2000.

Namun selama itu, mereka tidak
pernah tahu hasil dari perkebunan-
nya dan lewat coklat ransiki yang di-

produksi oleh Pipiltin ini, mereka
jadi tahu hasil kerja mereka.

Menurut pemilik Pipiltin Cocoa
Tissa Aunilla, jika cokelat dari Aceh
memiliki rasa nutty atau seperti ka-
cang dan cokelat dari Bali memiliki
rasabuah atau fruitty, cokelat Ransiki
lebih creamy seperti memiliki rasa
susu, meski tanpa ditambahkan susu.

Cokelat Ransiki 72 persen tidak di-
tambah dengan susu seperti coke-
lat lainnya. Meski kandungan cokelat
sangat tinggi atau mencapai 72 per-
sen, cokelat Ransiki tak begitu pahit
karena ditunjang rasa creamy seper-
ti susu tersebut. Ada rasa umami atau
terasa di semua reseptor lidah, ini
juga jadi perbedaan yang khas dari
Ransiki.

Distrik Ransiki Kabupaten Manok-
wari Selatan, secara spesifik akan di-
kembangkan sebagai pusat pengem-
bangan kakao berkelanjutan yang
dikelola menggunakan prinsip-prin-
sip ekonomi hijau. Harapan ke depan-
nya pengembangan kakao ini dapat
menciptakan pendapatan ekonomi
alternatif bagi masyarakat lokal, se-
kaligus melindungi kawasan berfun-
gsi lindung.

Papua Barat dengan segala keunik-
an, karakteristik, serta kompleksitas
permasalahannya menimbulkan tan-
tangan berat dalam upaya pemba-
ngunannya.

Kita boleh berbangga sebagai sa-
tu-satunya Provinsi Berkelanjutan
yang mengedepankan aspek kon-
servasi dalam pembangunan Papua
Barat. Selain itu, memiliki legali-
tas yang tertuang dalam Perdasus
Pembangunan Berkelanjutan, se-
jak  ditandatanganinya Deklarasi
Manokwari yang memuat 14 butir
yang kemudian menjadi pintu masuk
dalam mengupayakan kesejahteraan
masyarakat yang tinggal di Provinsi
Papua Barat.

Namun, untuk merealisasikan ci-
ta-cita ini, perlu kerjasama berbagai
pihak melalui berbagai terobosan-te-
robosan bersama mitra pemban-
gunan/swasta dan masyarakat den-
gan prinsip tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa atau
Clean and Good Governance.

® Ferry Hurulean/BALITBANGDA
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Studi Pangan dan Tata Guna
Lahan di Provinsi Papua Barat
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Wakil gubernur papua barat, m.lakotani bersama mitra pembangunan pada pembukaan desemininasi hasil kajian Folu.
(A.YOMO/BENTARA)

nelitian ini akan dilaksanakan mela-
lui sebuah proses yang bersifat mul-
ti-pihak dan partisipatif. Kajian ini
adalah salah satu inisiasi dari sebu-
ah koalisi yang menyatukan para ak-
tor dari sektor publik, swasta, dan
masyarakat sipil baik internasional,
nasional, dan juga lokal yang mem-
punyai satu misi untuk melakukan
transformasi sistem pangan dan tata
guna lahan demi terciptanya sistem
yang berkelanjutan dan terintegrasi
dengan membangun peta jalan sektor
strategis Provinsi Papua Barat. Food
and Land Use (FOLU) atau Pangan dan
Tata Guna Lahan adalah inisiasi dari
sebuah koalisi yang menyatukan para
aktor dari sektor publik, swasta, dan
masyarakat sipil baik internasional,
nasional, dan juga lokal yang mem-
punyai satu misi untuk melakukan
transformasi sistem pangan dan tata
guna lahan demi terciptanya sistem
yang berkelanjutan dan terintegra-

si. Di Indonesia sendiri tengah me-
nyiapkan “Agenda Aksi Bagi Sebuah
Ekonomi Baru Pangan dan Tata Guna
Lahan untuk Indonesia”. Komitmen
ini dinyatakan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, dan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pengesahan Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja
PBB mengenai Perubahan Iklim.
Dimana melalui pengembangan peta
jalan keamanan pangan, studi ke-
layakan ekowisata, dan akuakultur
Provinsi Papua Barat akan membantu
pembuat kebijakan dan industri nasi-
onal, regional dan lokal untuk men-
gembangkan strategi pengelolaan
sumber daya demi kesejahteraan ma-
syarakat di Tanah Papua Khususnya
OAP. Untuk itu Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat menginisiasi pe-

luncuran dan pelaksanaan kegiatan
penelitian pangan dan tata guna la-
han. Penyusunan kegiatan penelitian
ini akan dilaksanakan melalui sebuah
proses yang bersifat multi-pemangku
kepentingan dan partisipatif dengan
menimba kepakaran dan pengetahu-
an di Provinsi Papua Barat yang akan
diwakili oleh pemerintah, perusa-
haan, akademisi dan peneliti, peta-
ni, serta masyarakat adat, yang akan
difokuskan pada 3 (tiga) tema yang
akan menghasilkan studi kelayakan
(feasibility study) dan peta jalan
(roadmap). Dengan tema-tema yak-
ni Ketahanan Pangan (Food Security),
Ekowisata (Ecotourism) dan Budidaya
Perikanan (Aqua culture) saling ter-
kait dan menjadi subyek penting un-
tuk mempercepat pembangunan di
Papua Barat. Karena ketiganya saling
terkait dengan rantai pasok yang me-
merlukan strategi sistemik dan jaring-
an yang kokoh dengan pemangku ke-

Kegiatan utama

Sub-kegiatan

Lokakarya perdana
linception workshop/
Kamis - Jumat,

7 -8 Februari 2019

e Pertemuan awal dengan tim peneliti

e Assesmentdan wawancara pencakupan dengan informan primer

e Lokakarya dengan pemerintah daerah Papua Barat untuk membentuk 3 klaster
(Ketahanan Pangan, Budidaya Perairan, Ekowisatal)

Mengembangkan peta
jalan ketahanan pangan
Papua Barat

e Focus Group Discussion (kantor ketahanan pangan, dan LSM)

e Melaksanakan survei menggunakan 3 pendekatan (kawasan berbasis hutan, kelapa sawit
dan konektivitas)

e Penulisan laporan

ndang-undang menggariskan,

upaya untuk memastikan pe-

ningkatan kesejahteraan ma-

syarakat Provinsi Papua dan

Papua Barat, khususnya Orang
Asli Papua (OAP) dilakukan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan hasil
kekayaan alam provinsi secara opti-
mal untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat asli, sehingga kesenjangan
antara Provinsi Papua dan Papua Ba-
rat dengan daerah lain bisa dimodera-
si, dan hak-hak dasar penduduk Asli
Papua dapat terpenuhi.

Potensi Sumber Daya Alam di
Tanah Papua khususnya di Provinsi
Papua Barat merupakan modal da-
sar pembangunan yang perlu men-
dapat perhatian untuk dikaji, di-
kelola, dikemas dan dipromosikan
melalui program pembangunan ber-
kelanjutan untuk perbaikan kuali-
tas hidup dan kesejahteraan masya-
rakat di Tanah Papua, khususnya
OAP, dan telah menjadi komitmen
bersama Pemerintah  Provinsi
Papua Barat, Pemerintah Provinsi
Papua, Pemerintah Pusat, dan Mitra
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pembangunan lokal, Nasional dan
Internasional. Dimana komitmen
ini menjadi niat baik untuk memulai
pendekatan pembangunan yang le-
bih menghargai jasa lingkungan dan
menjaga kelestarian sumber daya
alam yang memberikan manfaat le-
bih bagi kesejahteraan masyarakat
adat. Untuk itu Pemerintah Provinsi
Papua Barat melalui BALITBANGDA
menginisiasi kegiatan penelitian
pangan dan tata guna lahan atau le-
bih dikenal dengan Food and Land
Use (FOLU). Penyusunan kegiatan pe-

Papua Barat

Mengembangkan studi e Focus Group Discussion (perikanan, peternakan, LSM)
kelayakan ekowisata e Melakukan survei mengenai perikanan laut dan darat
Papua Barat e Penulisan laporan

Mengembangkan studi e Focus Group Discussion (kantor pariwisata, BKPMD, LSM])
kelayakan akuakultur e Menjalankan survei di kawasan berbasis pariwisata

Penulisan laporan

Lokakarya temuan awal
lpreliminary finding/
Rabu, 13 Maret 2019

Focus Group Discussion (Aston Niu Hotel Manokwari)

Mengetahui dan mendapatkan masukan terkait temuan awal

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat
Untuk menganalisa data dan informasi temuan awal

Laporan akhir

Lokakarya sosialisasi
[dissemination workshop/
Senin, 27 Mei 2019

e Mempresentasikan hasil kajian/studi kelayakan (feasibility study/dan peta jalan
lroadmap/

e Memberikan rujukan kepada pemangku kebijakan sebagai acuan untuk membuat
kebijakan

e Mendorong dan mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan di
Papua Barat secara terintegrasi dan berkesinambungan

episl 2, DESEMBER 2019 | IKASUARInovas1 | 23



LAPORAN KHUSUS

pentingan di semua tingkatan, peta
jalan yang menyeluruh akan mendo-
rong integrasi aspek lingkungan, eko-
nomi dan sosial, melestarikan lin-
gkungan, mendukung ekonomi lokal
yang berkembang serta melestarikan
budaya sosial dan komunitas.

Proses pelaksanaan kegiatan pene-
litian dan tataguna lahan yang dilak-
sanakan merupakan hasil kerja sama
Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Barat melalui Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda)
bersama mitra pembangunan ter-
kait yaitu World Resources Intitute
(WRI), Yayasan Econusa dan CIFOR.
Kajian Pangan dan Tata Guna Lahan
atau Food and Land Use (FOLU) yang
dilaksanakan terdiri dari bebera-
pa tahapan kegiatan dari sebuah
inisiatif yang dilakukan secara ko-
laboratif dengan melibatkan pene-
liti nasional, peneliti daerah dari
Balitbangda, BPTP dan BPTPH serta
peneliti dari UNIPA untuk memas-
tikan entitas terkait belajar dari satu
sama lain, serta berbagi pengetahu-
an dan keterampilan. Secara keselu-
ruhan, kegiatan ini telah dilaksana-
kan di Provinsi Papua Barat. Kajian
ini dilaksanakan dengan pendeka-
tan inklusif dengan adanya pelaksa-
naan Focus Group Discussion (FGD)
dan lokakarya dengan pejabat peme-
rintah, praktisi, akademisi, dan LSM
terkait. Kajian ini juga akan memas-
tikan konteks proses dan tantangan
yang sedang berlangsung di Papua
Barat dipahami secara menyeluruh.
Tim dibagi dalam tiga klaster terpi-
sah sesuai bidang keahliannya yai-
tu1) Konsultan untuk Food Security:
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si (BPTP)
Papua Barat; Mulia Hasan, MSc.
(CIFOR); Dr. Avita A Usfar (Private
Consultant); Dr. Tuminen, SP,. M.Si
(BPTPH) Papua Barat. 2) Konsultan
untuk Aquaculture: Dr. Selvi Tebay,
S.Pi,. M.Si (UNIPA); Dr. Syafrudin,
S.Pi, MT (UNIPA); Ida Lapadi, S.Pi,.
M.Si (UNIPA). 3) Konsultan untuk
Ekowisata: Dr. Jonni Marwa,. S.Hut,.
M.Si (UNIPA); Rachmat Mulyawan,
MM.Par (NHI); Alosius Numberi,
S.Ik,. M.Si (UNIPA) sedangkan Badan
Penelitian dan  Pengembangan
Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua

Barat menjadi lembaga pemerintah
utama untuk mengkoordinasi selu-
ruh proses pengembangan peta jalan.
Pemerintah akan membuat surat ke-
putusan dan membentuk tiga kelom-
pok yang mencerminkan tiga masa-
lah (ketahanan pangan, ekowisata
dan aqua kultur) untuk memastikan
partisipasi berbagai pemangku ke-
pentingan; pemerintah daerah, OPD
terkait, akademisi, praktisi, dan LSM.

Hasil Kajian Pangan dan Tata
Guna Lahan Food and Land Use /
FOLU, memberikan gambaran da-
lam pengembangan peta jalan ke-
tahanan pangan, studi kelayakan
ekowisata dan aquakultur provin-
si Papua Barat. Peta jalan (road map)
ini akan membantu Pemerintah
Daerah Provinsi untuk membuat ke-
bijakan dalam mengembangkan stra-
tegi pengelolaan sumberdaya yang
kami miliki. Ketiga hasil kajian yang
dilaksanakan saling terkait dan men-
jadi arahan penting untuk memper-
cepat Pembangunan Berkelanjutan di
Papua Barat.

Berikut disajikan secara ringkas
hasil kajian FOLU dari 3 cluster yai-
tu: Ketahanan Pangan, Budidaya
Perairan dan Ekowisata.

A. Hasil Kajian Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil kajian Tim
Cluster Ketahanan Pangan yang
memberikan gambaran tentang Sta-
tus Gizi dan Ketahanan Pangan Papua
Barat, Ketersediaan Pangan di Papua
Barat dan Akses Terhadap Pangan
Oleh Masyarakat Papua Barat sebagai
berikut:

1. Status Gizi dan Ketersediaan
Pangan di Papua Barat:

a. Pemanfataan Pangan
e Hampir satu dari tiga Balita
(27,8%) Stunting
- Prevelensi stunting 27,8 = men-
dekati Keparahan tinggi = me-
ningkatnya resiko kematian
e Satu dari dua wanita (44%)
Kurang Energi Kronis (KEK)

- = Wanita hamil KEK/TB <150 cm
berisiko melahirkan bayi berat
badan rendah; intergenerasi

¢ Kelebihan gizi 8 % Balita, 12 % re-
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maja 16 - 18 tahun dan 26 % dewa-
sa
- > Anak kelebihan berat badan
cenderung akan gemuk saat
dewasa. Gizi lebih berasosiasi
kuat dengan berbagai macam
penyakit tidak menular.

b. Faktor non pangan yang mempen-
garuhi ketahanan pangan
e Peran pemerintah dalam amanat
UU no 18 tahun 2012
¢ Dewan Ketahanan Pangan Papua
Barat belum berperan karena
masih tahap sosialisasi
e Tim Pengendali Inflasi dae-
rah (TIPD) dan tim pengawas
keamanan pangan segar
e Penerapan peran fungsi lainnya
dalam konteks ketahanan pa-
ngan dan gizi oleh OPD terkait di
Papua Barat, relatif masih sepi-
hak dam bersifat permintaan be-
lum bersifat penawaran
e Sumber air minum dan sanita-
si masih menjadi tantangan di
Papua Barat
- Hanya separuh (55%) rumah
tangga memiliki sumber air mi-
num yang baik
- Ratarata tergolong rumah
tangga yang memiliki akses ter-
hadap fasilitas buang air besar
yang tergolong baik adalah 55%
- Tujuh kabupaten yang per-
lu perhatian adalah: Teluk
Wondama, Teluk Bintuni,
Sorong Selatan, Sorong, Raja
Ampat, Tambrauw dan Maybrat
- Proporsi penduduk umur 10 ta-
hun ke atas berperilaku benar
dalam hal mencuci tangan 45 %
e Penyakit menular seperti tuber-
culosis (TB), malaria, demam ber-
darah dengue (DBD) dan diare
masih menjadi masalah kesehat-
an yang menonjol
e Penyakit tidak menular masih
tergolong rendah, diabetes pada
umur 15 tahun ke atas 2%, pe-
nyakit jantung 1% dan hipertensi
umur 18 tahun keatas 8 %.
¢ Pelayanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan dan demand atas kese-
hatan oleh masyarakat perlu di-
tingkatkan
¢. Pemanfaatan Pangan Energi

e Konsumsi pangan rata-rata Papua
Barat 2.036 kkal/hari (97%) =
baik, tidak merata (kecuali M<
90%, pangan lokal lebih murah
dari beras)

¢ Konsumsi pangan protein rata-ra-
ta Papua Barat 57,5 gram/hari
(99%) tapi tidak merata (kecua-
li Pengunungan Arfak tidak men-
dapatkan protein dari sumber
makanan manapun secara signi-
fikan, kecuali konsumsi beras)

d. Konsumsi Pangan Protein

e Proporsi populasi masyarakat
Papua Barat dengan kecukupan
protein < 80% sebesar 42,5% dan
kecukupan diatas 120% sebe-
sar 31,3% sejumlah masyarakat
Papua Barat mengkonsumsi pro-
tein terlalu rendah, tapi sejumlah
lainnya mengkonsumsi terlalu
banyak.

e Sumbangan energi dari kudapan
berkalori (perkotaan 460/kkal/
hari, perdesaan 218 kkal/hari)
melebihi energi dan konsumsi
sagu yang merupakan makanan
pokok

e Kabupaten yang asupan protein-
nya kurang dari 90 % (Tambrauw,
Maybrat, dan Pegunungan Arfak)
sumber protein termurah sum-
ber protein non-hewani, yaitu ka-
cang tanah

e Kampung-kampung di Manok-
wari Selatan, Kaimana, Maybrat,
Teluk Bintuni, Tambrauw, Teluk
Wondama dan Pegunungan Arfak
memiliki sistem pangan lebih tra-
disional dibanding dengan lokasi
lain di Papua Barat

e Kabupaten Tambrauw memi-
liki angka kecukupan protein le-
bih baik, dan lebih bervaria-
si dengan harga rata-rata per
gram protein lebih murah diban-
ding Kabupaten Maybrat dan
Kabupaten Pegunungan Arfak.

e. Trend Konsumsi Pangan dan
Pemberian makan anak
e Praktek Inisiasi Menyusui Dini
(IMD) setelah lahir dilakukan
oleh 1 dari 5 ibu (22%)
 Sepertiga (36%) Balita pernah di-
berikan makanan sewaktu beru-

mur kurang dari 6 bulan

e Anak umur O - 5 bulan (91%) ma-
sih diberi ASI. Namun rata-rata
pemberian ASI hanya 10 bulan

e Konsumsi anak 6 - 23 bulan
kurang beragam, kebanyakan
anak umur 3 tahun keatas meng-
konsumsi makanan manis, ber-
lemak, dibakar, dan mie instant
hampir setiap hari (1 - 6 kali per
minggu) dan minuman manis le-
bih dari 1 kali

2. Akses Pangan

e Keragaman sumber protein pa-
ling rendah dijumpai di Kabupaten
Pegunungan Arfak.

e Sementara di Kabupaten
Tambrauw sumber protein lebih
bervariasi dibanding Pegunungan
Arfak dan Maybrat, dengan har-
ga rata-rata per gram protein ter-
murah (217 rupiah/gram protein di
Tambrauw; 336 rupiah/gram pro-
tein di Maybrat dan 328 rupiah/
gram protein di Pegunungan Arfak)

e Kampung-kampung di Kabupaten
Fakfak, Kaimana, Tambrauw,
Maybrat dan Pegunungan Arfak
harga Kalori dari berbagai bahan
pangan sumber karbohidrat ter-
murah didominasi beras,
sagu, umbi-umbian dan
terigu.

» Harga rata-rata ener-
gi dari sumber pan-
gan sumber karbohi-
drat di Pegunungan
Arfak paling murah
(51 rupiah/kkal di
Pegunungan Arfak;
73  rupiah/kkal di
Tambrauw; 92 rupiah
di Kampung-kampung
Kaimana; 100 rupiah/kkal di
Maybrat dan 104 rupiah/kkal di
Kampung-kampung Fak-fak)

» Rendahnya konsumsi sagu di
Pegunungan Arfak, kecuali Teluk
Bintuni, harus diperhatikan.

e Untuk beras, konsumsi sangat ber-
gantung pada pasokan dari luar,
konsumsi lokal, sudah mende-
kati pemenuhan tingkat kecu-
kupan gizi, namun hanya Sorong,
Manokwari dan Manokwari Selatan

Lebih
besar dari

80%

jumlah pangan yang
dipasok dari
luar

yang produksi berasnya cukup
baik.

3. Ketersediaan Pangan

e Papua Barat tidak mandiri pangan,
jumlah pangan yang dipasok dari
luar >80%

e Dengan mempertimbangkan an-

gka kecukupan gizi ternyata ke-

tersediaan pangan dibeberapa

Kabupaten masih defisit dan hal ini

terjadi pada jenis pangan karbohi-

drat yang dihasilkan secara lokal

Pasokan beras dari luar Papua

Barat (Sulawesi Selatan dan Jawa

Timur) selain untuk memenuhi ke-

butuhan komersil. Pegawai Negeri

Sipil , TNI/POLRI juga untuk meme-

nuhi kebutuhan masyarakat miskin

(pra-sejahtera)

e Bahan pangan tersedia di pasar tra-
disional dalam jumlah dan jenis
yang cukup dan beragam. Hanya
tepung sagu yang Ketersediaan-
nya di tempat tertentu dan dalam
jumlah yang relatif sedikit, karena
sulitnya akses dari dan ke wilayah
sentra sagu.

e Berdasarkan luas panen, tanaman
padi menempati posisi terluas, dii-
kuti oleh ubi kayu dan ubi jalar, ka-

rena umumnya lahan sawah
irigasi yang hampir se-
luruhnya diusahakan
dengan rata-rata pro-
duktivitas per Ha
yang cukup baik
(4,2 ton Gabah ke-
ring Giling/ha)-
konversi lahan
pertanian menja-
di ancaman serius
bagi penyediaan pan-
gan, ketahanan pangan
dan pelestarian pangan,
terutama konversi lahan bagi
kebutuhan pemukiman dan perke-
bunan besar

e Potensi  ketersediaan  sumber-
daya air untuk produksi pangan di
Papua Barat cukup melimpah.

B. Hasil Kajian Budidaya Perikanan

1. Lokasi yang memiliki hasil evalu-
asi “sangat sesuai” adalah lokasi
yang diperuntukan untuk kegiat-
an budidaya rumput laut tepat-
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nya di perairan Kokas Kabupaten
Fakfak. Dua lokasi dengan ha-
sil evaluasi “sesuai” adalah loka-
si yang diperuntukan untuk ke-
giatan budidaya ikan kerapu
dalam KJA di Sowi IV Kabupaten
Manokwari dan kegiatan budi-
daya rumput laut di perairan Kiat
Kabupaten Fakfak, sedangkan un-
tuk lokasi di Kabupaten Maybrat
terdapat dua lokasi dengan hasil
evaluasi “sesuai bersyarat” dan
tiga lokasi “tidak sesuai”. Adapun
dua lokasi yang “sesuai bersya-
rat” adalah Kali Framusa dan Kali
Marumana. Sedangkan tiga lokasi
yang “tidak sesuai” adalah di Kali
Wimon, Johava dan Wensi.

2. Untuk mengembangkan usaha
budidaya air tawar peneliti me-
rekomendasikan budidaya ikan
nila (Oreochromis niloticus) kare-
na ikan nila mempunyai nilai eko-
nomis tinggi, memiliki resistensi
yang relatif tinggi terhadap keada-
an kualitas air dan penyakit, me-
miliki toleransi yang luas terhadap
kondisi lingkungan, misalnya me-
miliki kemampuan yang efisiensi
dalam membentuk protein kuali-
tas tinggi dan memiliki kemampu-
an tumbuh yang baik dalam bu-
didaya serta mampu berkembang
biak secara alamiah dengan sa-
ngat mudah, sehingga ketersedia-
an benih ikan terjamin.

3. Pengembangan usaha budidaya
perikanan tersebut, pada dasar-
nya memperhatikan dampak ling-
kungan, maka dalam pengem-
bangan wusaha ini (membuka
kolam-kolam/unit-unit KJA baru)
harus memperhatikan daya du-
kung lingkungan.

C. Hasil Kajian Ecotourism

1. Pariwisata berkelanjutan di Papua
Barat yang mendukung Provinsi
Konservasi: wisata sosial-budaya,
wisata religi/sejarah, wisata kehi-
dupan liar, wisata adventure, wi-
sata berbasis alam dan ekowisata.

2. Secara praktis Papua Barat adalah
pulau bagi mereka yang mencintai
kealamian dan keabadian alam,
namun amenitas dan aksebilitas
masih terbatas, artinya dari sisi

Diskusi tim folu Papua Barat.
( JOPAN/BALITBANGDA)

aktraksi pariwisata Papua Barat
layak dikembangkan dan menjadi
salah satu sektor unggulan

3. Terdapat 4 kawasan ekowisata

yang masuk dalam kategori
unggulan pada 3 lokasi studi
kasus yakni Danau Anggi Giji
di Kabupaten Pengunungan
Arfak, Yenbuba dan Sawandarek
di Kabupaten Raja Ampat dan
pulau-pulau karts di Kaimana.
Sedangkan DTW yang menonjol
adalah goa alam, kupu-kupu sayap
burung, sapokren, lukisan di
dinding batu dan Pantai Ermun.

4. Secara ekonomikeempat objek wi-

sata diatas dapat dikembangkan
menjadi destinasi wisata yang
akan memberikan kontribusi ter-
hadap laju pertumbuhan ekonomi
Papua Barat

5. Kontribusi pariwisata terhadap te-
naga kerja, ekonomi rumah tang-
ga dan nilai tambah sangat rendah
khususnya bagi Orang Asli Papua

6. Secara ekonomi prospek pasar wi-
sata Papua Barat sangat baik

7. Model ekowisata berbasis masya-

rakat relatif efektif untuk Orang
Asli Papua

Ketiga hasil kajian diatas, telah di
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Diseminasikan pada tanggal 27 Mei
2019 di Aston Niu Hotel, Manokwari
yang dibuka oleh Wakil Gubernur
Papua Barat, kegiatan tersebut berte-
makan “Reorientasi Kebijakan Pangan
dan Tata guna Lahan yang Inklusif
dan berkelanjutan demi terwujud-
nya Papua Barat yang aman, sejah-
tera dan bermartabat. Diseminasi
ini dilaksanakan untuk memberi-
kan informasi dari hasil kajian yang
sudah dilaksanakan, dengan mem-
presentasikan hasil kajian/studi ke-
layakan (feasibility study) dan peta
jalan (roadmap) berupa : Ketahanan
Pangan (food security), Ekowisata
(Ecotourism) dan Budidaya Perikanan
(Aquaculture) yang tentunya akan
menjadi Rekomendasi kepada peme-
rintah daerah dalam pengambilan
keputusan yang lebih terarah berda-
sarkan hasil riset/kajian. Diseminasi
ini diikuti oleh peserta yang terdi-
ri Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat dan Kabupaten
Manokwari, Akademisi dan peneli-
ti, asosiasi dan organisasi, serta sek-
tor swasta, Mitra Pembangunan dan
Masyarakat.

Dalam sambutan Wakil Gubernur
Papua Barat saat membuka kegia-
tan Diseminasi, disampaikan saat
itu bahwa kerjasama seperti ini me-
rupakan langkah terobosan yang se-

dang dilaksanakan dalam rangka
menunjang pembangunan daerah.
Keterlibatan mitra pembangunan/
swasta dan masyarakat dalam pem-
bangunan sejalan dengan prinsip tata
kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa atau clean and good go-
vernance. Tata kelola pemerintahan
yang baik menekankan bahwa pe-
nyelenggaraan pemerintahan nega-
ra diperlukan adanya keseimbangan
interaksi antara pemerintah, swas-
ta/mitra pembangunan dan masya-
rakat. Kolaborasi yang dilakukan
antara Pemerintah Daerah, Mitra
Pembangunan dan Masyarakat di
Provinsi Papua Barat sudah berja-
lan sangat baik, apalagi dengan event
ICBE 2018, yang merupakan momen-
tum untuk menjalin komitmen bersa-
ma dalam mewujudkan papua barat
sebagai Provinsi Berkelanjutan atau
dikenal dengan “Brending atau Merk
Provinsi Konservasi” lewat kesepakat-
an Deklarasi Manokwari. Diseminasi
hari ini adalah wujud pertanggung
jawaban Tim FOLU Papua Barat ter-
kait hasil kajian dalam pengembang-
an peta jalan ketahanan pangan,
studi kelayakan ekowisata dan aqua-
kultur Provinsi Papua Barat. Peta ja-
lan (road map) ini akan membantu
kami Pemerintah Daerah Provinsi un-
tuk membuat kebijakan dalam me-
ngembangkan strategi pengelolaan

sumberdaya yang kami miliki. ketiga

hasil kajian yang dilaksanakan saling

terkait dan menjadi arahan penting
untuk mempercepat pembangunan
berkelanjutan di Papua Barat. Wakil

Gubernur menyampaikan bahwa ha-

sil kajian ini bisa ditindaklanjuti oleh

oleh OPD teknis Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat dan Mitra

Pembangunan berkenaan dengan ha-

sil kajian FOLU ini:

1. Gunakan hasil kajian ini untuk
menjadi dasar penyusunan ren-
cana strategis masing-masing OPD
yang bersinggungan dengan pa-
ngan dan tata guna lahan (teruta-
ma ketahanan pangan, ekowisata
dan aquakultur), yang kemudian
akan menjadi bagian dari RPJMD
Pemerintah  Daerah  Provinsi
Papua Barat yang sedang dalam
proses review sehingga pemba-
ngunan di PBmenjadi inklusif dan
berkelanjutan.

2. Kebijakan pangan di Provinsi
Papua Barat harus berorientasi
pangan lokal dengan meningkat-
kan ketahanan pangan di daerah
masing-masing melalui pengem-
bangan komoditas pangan lokal,
bukan sebaliknya menciptakan
ketergantungan hanya pada satu
komoditas dan menjadi jebakan
pangan bagi daerah.

3. Segera menyusun perencanaan

program dan kegiatan dari ma-
sing-masing komoditas (pangan,
ekowisata dan aquakultur) untuk
diintegrasikan dalam inisiatif ren-
cana pengembangan ekonomi hi-
jau PB.

4. Perlu inovasi dan pengemban-
gan teknologi dalam manajemen
pangkalan data dan aplikasi ber-
basis teknologi informasi dan spa-
sial sehingga memudahkan dalam
monitoring, evaluasi dan pengam-
bilan keputusan/kebijakan.

5. Pererat kolaborasi dan koordina-
si antar OPD mitra pembangunan
sehingga inisiatif FOLU Papua
Barat dapat berjalan semakin baik
dan menghasilkan terobosan-te-
robosan program pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan di Papua Barat.

Secara terpisah dalam kegiatan
diseminasi juga disampaikan oleh
Kepala BALITBANGDA  Provinsi
Papua Barat Prof. Charlie, selaku pe-
nanggung jawab Kajian FOLU Papua
Barat mengatakan, studi pangan
dan tata guna lahan sejalan dengan
visi Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Papua Barat. Guna mendu-
kung peningkatan kesejahteraan ma-
syarakat melalui pelestarian keaneka-
ragaman hayati, pemanfaatan, juga
tata guna lahan, dengan komitmen
tetap mempertahankan minimal 70%
luasan hutan tropis dan ekosistem
esensial dari luas daratan Provinsi
Papua Barat. Kita harus benar-benar
merencanakan dengan baik peng-
gunaan lahan kita untuk pemenuhan
kebutuhan pangan, ruang hidup, in-
frastruktur layanan publik dan pen-
ggunaan lainnya dengan efektif dan
efisien.

Kita tidak mungkin bisa hidup sehat
di planet yang sakit” untuk itu kita ha-
rus saling bekerjasama untuk mem-
buat bumi kita lebih baik. Tugas uta-
ma kita semua adalah “Mewariskan
mata air bagi anak cucu kita bukan se-
baliknya mewarisi air mata bagi me-
reka”. Papua Barat akan menjadi ins-
pirasi dan contoh bagi dunia, dan
itu dimulai dari kita”. Lanjut Wakil
Gubernur Papua Barat ketika mem-
buka Diseminasi FOLU secara resmi.

® Ferry Hurulean/BALITBANGDA
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Tamu Kenegaraan Kerajaan Norwegia

BENTUK DUKUNGAN INTERNASIONAL UNTUK PAPUA BARAT
SEBAGAI PROVINSI KONSERVASI

Ola Elvestuen, Mentri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia, saat berkunjung ke Papua Barat. (Dok.BALITBANGDA)

elamat Datang di “PROVINSI

BERKELANJUTAN - PROVIN-

SI KONSERVASI PAPUA BA-

RAT”. TItulah ungkapan yang

disampaikan Gubernur Papua
Barat ketika menjamu Menteri Ik-
lim dan Lingkungan Hidup Kerajaan
Norwegia, Ola Elvestuen beserta rom-
bongan. Dalam rombongan tersebut
hadir pula Duta Besar Kerajaan Norwe-
gia untuk Indonesia H.E Vegard Kaale,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang diwakili oleh Depu-
ti Perubahan Iklim, Balai Konservasi
Sumberdaya Alam Ir. Agung Setyabu-
di, M.Sc, utusan dari United Kingdom
Climate Change Unit (UKCCU) Lisetta
Marie Trebbi. Lebih lanjut Gubernur
Papua Barat menyampaikan bahwa

pada tahun 2018 merupakan sebuah
bagian dari sejarah monumental un-
tuk Papua Barat, melalui International
Conference on Biodivesity and Ecotu-
rism and Creative Economy (ICBE) yang
mana telah melahirkan Deklarasi Ma-
nokwari berupa 14 komitmen dan ke-
sepakatan bersama. Salah satu isi De-
klarasi Manokwari yang amat penting
adalah penetapan 70% luasan wilayah
sebagai kawasan lindung. Dengan de-
mikian maka kunjungan kerja Menteri
Iklim dan Lingkungan Hidup Norwe-
gia beserta rombongan merupakan
salah satu bentuk dukungan Interna-
sional untuk Papua Barat sebagai Pro-
vinsi Konservasi.

Dihadapan rombongan Menteri
Iklim dan Lingkungan Hidup Nor-
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wegia tersebut, Gubernur Dominggus
Mandacan menyampaikan bahwa
“Untuk memperkuat komitmen seba-
gai Provinsi Konservasi, Pemerintah
Provinsi Papua Barat melakukan
upaya-upaya diantaranya meningkat-
kan upaya pencegahan deforesta-
si dengan meninjau kembali penata-
an ruang yang lebih pro lingkungan
dan melibatkan Pemerintah Daerah
serta Masyarakat Adat, memperlu-
as dan meningkatkan pengelolaan
kawasan perlindungan alam baik hu-
tan, laut dan kawasan penting bagi
masyarakat adat (ruang kelola ma-
syarakat adat), mengembangkan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
hijau serta memanfaatkan jasa-jasa
lingkungan dimana parawisata me-

rupakan salah satu Leading Sector
bagi pertumbuhan ekonomi berke-
lanjutan, Mengusulkan pola atau me-
kanisme transfer fiskal berdasarkan
komitmen dan kinerja menjaga hutan
atau luas tutupan hutan, mendukung
pembatasan pengiriman kayu bulat
ke luar Papua Barat serta memper-
timbangkan perlindungan total un-
tuk ekonomi mangrove dan gambut
di Papua Barat”

Dalam kesempatan yang sama
Menteri Ola Elvestuen menyampai-
kan bahwa perubahan iklim me-
rupakan tantangan yang harus di-
hadapi bersama-sama. Di Norwegia
sendiri tantangan perubahan iklim
yang dihadapi, karena letaknya de-
kat dengan kutub utara, mengalami
perubahan iklim yang begitu cepat,
sehingga diperlukan usaha bersama
skala global untuk memitigasi dam-
pak perubahan iklim tersebut. Lebih
lanjut, Menteri Ola Elvestuen juga me-
nekankan pentingnya menjaga dan
memperkuat kerjasama Pemerintah
Norwegia dan Indonesia yang sudah
berlangsung selama 10 tahun terakhir
dengan harapan, kedepannya akan
lebih banyak kerjasama dan kolabo-
rasi khususnya dengan Pemerintah
yang berada di Tanah Papua, men-
gingat hutan Papua yang luas ber-
peran penting bukan hanya untuk
menyerap karbon tetapi juga me-
nyimpan banyak stok karbon dan
menjadi salah satu pusat biodiversitas
dunia, baik di darat maupun di laut.
Sehingga, perlindungan terhadap ke-
rusakan ekosistem mesti dilakukan
bukan hanya terhadap hutan, tetapi
terhadap laut pula. Sebagai Provinsi
Konservasi, lanjut Menteri Elvestuen,
dalam melakukan perlindungan
alam, hendaklah memperhatikan as-
pek kearifan lokal, kesejahteraan ser-
ta hak-hak masyarakat indigenous se-
bagai bagian yang tak terpisahkan
dari Provinsi Konservasi itu sendiri.

Dalam jamuan sarapan pagi bersa-
ma Gubernur Papua Barat yang di-
dampingi Bupati Tambrauw, Wali-
kota Sorong, Bupati Sorong Selatan,
Kepala BALITBANGDA Papua Ba-
rat serta beberapa pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah, ser-
ta Mitra Pembangunan dari Yayasan

ECONUSA sekaligus membicarakan

beberapa hal yaitu :

1. Rencana dan Komitmen dari
Pemerintah Daerah dalam me-
lestarikan hutan dan keanekara-
gaman hayati di Provinsi Papua
Barat;

2. Apa yang menjadi tantangan dan
peluang untuk pengembangan
pembangunan hijau dan berkelan-
jutan di Tanah Papua;

3. Peluang-peluang kerjasama de-
ngan Pemerintah Kerajaan

Norwegia untuk mencapai tujuan
dan komitmen Pemerintah Daerah
dalam masa Kepemimpinan

Perjalanan rombongan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia,

tak di Teluk Mayalibit, Distrik Teluk
Mayalibit. Untuk mencapai tempat
ini rombongan harus menempuh ja-
rak 45 menit dari Waisai, Raja Ampat.
Rombongan Menteri juga melakukan
pengamatan burung cenderawasih
di Kampung Sapokren. Di kampung
yang hanya berjarak 30 menit dari
Waisai ini, terdapat lima (5) species
burung endemik Pulau Waigeo, Raja
Ampat, diantaranya cenderawasih
pohon atau cenderawasih merah (Red
Bird paradise), cendrawasih belah ro-
tan (Paradise wilson), Gagak Hutan
(Brown Huded crow), Raja Ampat
Pitohi (burung yang kecil) dan Spices

;f ‘ = :

Ola Elvestuen ke Raja Ampat. (DoK BALITBANGDA]

Gubernur Papua Barat saat ini.

Usai pertemuan singkat antara
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup
kerajaan Norwegia dan pemerintah
Provinsi Papua Barat, rombongan dari
kementerian Iklim dan Lingkungan
Hidup bertolak ke Raja Ampat un-
tuk melanjutkan kunjungan kerja ke
wilayah Papua Barat. Dalam kunjun-
gan ke Raja Ampat, Menteri Elvestuen
beserta rombongan menyempatkan
diri untuk menikmati keindahan sur-
ga alam Raja Ampat antara lain ke
obyek wisata Kali Biru yang terle-

Imperial Pigeon (sejenis merpati
yang juga memiliki mahkota). Tidak
berhenti disitu, rombongan Menteri
juga menikmati keindahan bawah
laut Raja Ampat yang sudah mendu-
nia, dan juga melihat ekosistem bakau
yang mempunyai fungsi ekologi yang
tinggi. Menteri dan rombongan juga
berdiskusi dengan Asosiasi Homestay
Raja Ampat, yang merupakan wadah
yang menampung pengusaha/pemi-
lik homestay, dimana semua pemilik-
nya adalah masyarakat lokal.

® Ferry Hurulean/BALITBANGDA

episi 2, DESEMBER 2019 | IKASUARIwovws1 | 29



|=L
'i
il
N

p—

i
3

J

A
:
i

I
~

N

i
{f
:
N

Q
N
A, 4; 4
(]
Y,

N
N
yd’”

& ]qsiagmunn PRO)
AN P.ENELITIAN DAN

J
)

\

FGD Kajian Kebijakan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Papua Barat, 6 Agustus 2019.
(JOPAN/BALITBANGDA)

2 Gunallah
yang Aiman

Suasana tanya jawab
dalam Excecutive
Summit 2019.

(JOPAN/BALITBANGDA) Folu 2019. (JoPAN/BALITBANGDA) GCF 2019. (JOPAN/BALITBANGDA)
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Konsultasi
Publik dan
Penyusunan
Dokumen Cetak
Biru Peta Jalan
Investasi

Hijau di Tanah
Papua 2019.

(JOPAN/BALITBANGDA)

Hari Kesatuan
Gerak PKK
Provinsi Papua
Barat, Kebar,
20-21 Maret
2019.

(JOPAN/BALITBANGDA)

e

Foto Bersama Saat Galadiner di Baverly Hills, Los Angel. (poc BALITBANGDA)
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% Rakornis Balitbangda
2019. (JOPAN/BALITBANGDA)

Seminar Awal- Akhir
Inventarisasi Inovasi
Daerah 2019.

(JOPAN/BALITBANGDA)

Acara Penyambutan Gubernur oleh Masyarakat Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak 11 Januari 2019.
(JOPAN/BALITBANGDA]
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TIFA 2019.
(JOPANBALITBANGDA)
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ALISIS] K!BWTIIIIANSUMB! ERGI]
WALTERNATIE,TERBAHARUKAN]
DIEROVINSIPARUABARAT

Seminar Awal
Analisis Kebutuhan
Energi Alternatif
Terbaharukan di ;
Provinsi Papua Barat, - 7 I
9 Juli 2019. ‘
(JOPAN/BALITBANGDA) Sosialisasi KEPO 2019. (JoPAN/BALITBANGDA)
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INOVASI TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG
PENINGKATAN DAYA SAING PAPUA BARAT:

Inovasi Teknologi

Pengembangan Pala Papua
oleh BPTP Papua Barat

Aser Rouw, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat

Inovasi Dan Daya Saing Daerah

Tidak ada satu negara pun di dunia
yang maju tanpa dukungan inovasi.
Inovasi dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pembangunan. Oleh
karena itu, inovasi mutlak diperlukan
bagi penciptaan daya saing suatu
negara. Pemerintah mendorong
setiap daerah untuk melakukan
inovasi. Pemerintah mengharapkan
bahwa visi inovasi daerah ke depan
harus dapat mewarnai gerakan
pembangunan dengan filosofi
inovasi: dapat memangkas biaya (cut
off cost of the money), memangkas
jalur birokrasi yang panjang (cut off
bureaucratic path) dan memangkas
waktu yang panjang (cut off the time).

Kunci dalam meningkatkan daya
saing daerah adalah jika semua
daerah bergerak melakukaninovasidi
daerahnya masing-masing. Sepenggal
kalimat itulah yang menjadi fokus
arahan Menteri Dalam  Negeri
(Mendagri) Tjahjo Kumolo pada
Malam  Penghargaan  Innovative
Government Award (IGA) Tahun
2018. Namun sayangnya Papua Barat
tidak masuk dalam daftar penilaian
tersebut karena belum mengusulkan
inovasi unggulan daerahnya.

Laporan peringkat daya saing
regional Indonesia tahun 2017 yang
dipublikasikan Asian Competitiveness
Institute menunjukkan bahwa 5
Provinsi dengan peringkat daya
saing terbaik adalah DKI Jakarta,
Jawa Timur, Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan
Jawa Barat. Sedangkan daerah yang
peringkat daya saingnya masih sangat
rendah yaitu Papua Barat, Papua,

Maluku Utara, NTT dan Maluku. Data
tersebut menunjukkan masih adanya
ketimpangan dalam pertumbuhan
dan hasil pembangunan.

Rendahnya daya saing daerah
menyebabkan tingginya kemiskinan,
ketimpangan pendapatan, pelayanan
publik tidak optimal, sumber daya
manusia kurang kompetitif, dan
akselerasi pertumbuhan ekonomi
menjadi lambat. Beberapa faktor
utama penghambat daya saing
di Indonesia berdasarkan hasil
kajian dari World Economic Forum
adalah masalah korupsi, birokrasi
pemerintah yang tidak efisien,
infrastruktur yang tidak memadai,
akses terhadap pembiayaan, dan
inflasi. Jika kondisi ini terus berlanjut
tentu akan berdampak terhadap daya
saing nasional yang akan mengganggu
kemampuan Indonesia bersaing

dalam percaturan dunia. Diperlukan
inovasi yang dapat dijadikan dasar
kuat untuk mewujudkan daerah yang
berdaya saing tidak hanya di tingkat
nasional (antar daerah) melainkan
juga di tingkat dunia (global). Dalam
Global Innovation Index (GII), posisi
Indonesia menduduki peringkat ke-
85 dari 129 negara. Bahkan dalam
lingkup negara ASEAN, Indonesia

POSISI NEGARA ASEAN DI INDEKS INOVASI DUNIA 2019

NEGARA RANKING 2018 PERUBAHAN RANKING 2019

Singapura 5 -3 8
Malaysia 35 0 35
Vietnam 45 3 42
Thailand 44 1 43
Filipina 73 19 54
Brunei 67 -4 71
Indonesia 85 0 85
Kamboja 98 0 98
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jauh di bawah Brunei.

Daya saing tidaklah  hanya
berorientasi pada indikator ekonomi
saja, tetapi lebih pada kemampuan
daerah untuk menghadapi
tantangan dan persaingan global
untuk peningkatan kesejahteraan
hidup masyarakat yang nyata dan
berkelanjutan serta secara politis,
sosial dan budaya dapat diterima oleh
seluruh masyarakat.

Semakin tinggi tingkat daya
saing suatu daerah, maka tingkat
kesejahteraan masyarakatnya pun
semakin tinggi. Oleh karena itu,
daerah dituntut untuk semakin
kreatif dan inovatif guna bersaing
dengan daerah lainnya di era
Global ini (Global Competitiveness).
Tingkat daya saing (competitiveness)
antar daerah di Indonesia secara
keseluruhan  merupakan “ujung
tombak” bagi peningkatan daya saing
nasional ditengah tingginya tuntutan
untuk dapat bersaing secara global.

Inovasi Teknologi

Inovasi merupakan istilah yang
telah dipakai secara luas dalam
berbagai bidang, baik industri,

ketiga komponen tersebut harus
mempunyai sifat “baru”.  Sifat
“baru” tersebut tidak selalu berasal
dari hasil penelitian mutakhir.
Hasil penelitian yang telah lalu

pemasaran, jasa, dan pertanian.
Secara sederhana, inovasi adalah,
an innovation is an idea or object
perceived as new by an individual.
Dalam perspektif pemasaran, inovasi
adalah suatu ide, praktek dan produk
yang dianggap baru oleh individu
atau grup yang relevan. Ada
juga yang mengartikan
inovasi sebagai barang,
jasa, dan ide yang
diangap baru oleh
seseorang.  Definisi
yang lebih lengkap
adalah ide, metode,
atau  objek yang
dianggap baru oleh
individu, tetapi tidak
selalu merupakan hasil
penelitian  terbaru  (an
innovation is an idea, method,
or object which is regarded as new by
individual, but which is not always
the result of recent research ). Dari
beberapa definisi tersebut, inovasi
mempunyai tiga komponen, yaitu
(a) ide atau gagasan, (b) metode atau
praktek, dan (c) produk (barang dan
jasa).

Untuk dapat disebut inovasi,

pun dapat disebut inovasi, apabila
diintroduksikan kepada masyarakat
ataupun seseorang yang belum
pernah  mengenal sebelumnya.
Jadi, sifat “baru” pada suatu inovasi
harus dilihat dari sudut pandang
pengguna, bukan kapan inovasi
tersebut dihasilkan.

Inovasi dapat dikelompokkan
kedalam lima area, yakni inovasi
administrasi, inovasi manajemen,
inovasi kebijakan, inovasi sosial, dan
inovasi teknologi. Inovasi teknologi
merupakan serangkaian kegiatan
yang mengadopsi proses produksi
yang baru (inovatif) melalui kegiatan
penelitian dan  pengembangan
(research and development).

Sistem Inovasi Pertanian Oleh Badan
Litbang Pertanian

Inovasi teknologi dihasilkan Balit-
bangtan melaluitugas Balai Penelitian
(Balit) dan Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) di setiap wilayah.
Balit menghasilkan teknologi stra-
tegis nasional dan BPTP di daerah
menghasilkan teknologi pertanian
spesifik lokasi. Balit mengarahkan
penelitian untuk mengha-
silkan komponen-kompo-
nen teknologi dan lebih
bersifat penelitian da-
sar. Sementara BPTP
mengkaji tingkat ke-
sesuaiannya di dae-
rah berdasarkan
kondisi agroekosis-
tem (lahan). Sejauh
ini BPTP Papua Barat
telah menyiapkan ino-
vasi teknologi mendukung
pengembangan komoditas per-
tanian unggulan di Papua Barat.
Inovasi teknologi yang dihasilkan te-
lah diseminasikan kepada pengguna.
Kebijakan penerapan sangat diharap-
kan untuk dapat mempercepat peng-
gunaan inovasi teknologi, agar kede-
pan dapat mendorong peningkatkan

daya saing Papua Barat.
°
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li (PK) RTRW Provinsi Papua Barat.
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BENTANG ALAM

DAFTAR REDLIST IUCN

Spesies yang masuk dalam daftar Redlist IUCN Tahun 2018, ditemukan 70 jenis yang terdiri dari:

2 6 19 4 17

CR EN NT
Critically Endangered Vulnerable Near Least
Endangered Threatened Concern)

| |

Hasil analisa tim revisi tata ruang se-
suai status kawasan hutan SK Menhut
783 tahun 2013 bahwa prosentasi
kawasan lindung sekitar 34% yaitu
kawasan konservasi, kawasan mang-
rove, hutan lindung, tubuh air.
Mahkota permata tanah papua
yang merupakan salah satu upaya
pemerintah daerah meningkatkan
proporsi kawasan berfungsi lindung
sehingga mencapai 70% seperti ter-
tuang dalam deklarasi manokwari
tahun 2018. Pemerintah Daerah dan
WWEF Indonesia mengadvokasi kawa-
san strategis provinsi (KSP) berfung-
si lindung seluas 2.314.804 Ha, kon-
tribusi peningkatan kawasan dari
budidaya ke lindung sebesar 7% atau
sekitar 716.793 Ha, sedangkan eksis-
ting kawasan konservasi dan lindung
sekitar 1.598.001 Ha atau sekitar 16%.
Kawasan ini memiliki 4 wilayah
prioritas kabupaten yaitu Kabupaten
Tambrauw, Kabupaten Manokwari
Selatan, Kabupaten Pegunungan
Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni
yang menghubungkan 5 kawasan kon-
servasi Taman Pesisir Jeen Womom,
Cagar Alam Tambrauw Utara, Cagar
Alam Tambrauw Selatan, Cagar
Alam Pegunungan Arfak dan Cagar
Alam Teluk Bintuni. Dimana, dari
hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi
(NKT) yang dilakukan secara ko-
laboratif bersama BALITBANGDA,
UNIPA, UNCEN, Universitas Ottow
Geissler, WWF, Litbang Kehutanan
dan Yayasan Paradisea mendeskrip-
sikan kawasan tersebut memiliki ke-
anekaragaman hayati yang kaya dan
endemik sehingga perlu dijaga dan
dilestarikan. Selain itu, aspek abio-
tik menjadi elemen penting dalam
pertimbangan perencanaan pemba-

ngunan karena sebagian besar wi-
layah Pegunungan Arfak merupakan
wilayah rawan bencana dengan kele-
rengan diatas 45%. Pada hasil kajian
NKT juga menganalisis keberada-
an masyarakat adat di sekitar kawa-
san yang mengelola sumberdaya
alam dan jasa lingkungan dengan ke-
arifan tradisional. Terdapat 5 (lima)
suku yang mendiami kawasan yaitu
suku Mpur, Miyah, Meyah, Sough dan
Hatam.

Tipe ekosistem terbagi menjadi 5
yaitu padang rumput, hutan cam-
puran dataran rendah, hutan dataran
rendah tergenang, hutan pegunung-
an coniver dan lithocarpus dan hutan
pegunungan nothophagus.

Dari 1.253 jenis (spesies) tersebut,
ditemukan 114 jenis bernilai konser-
vasi tinggi yang terdiri dari 4 jenis ter-
masuk dalam kategori dilindungi ber-
dasarkan PP. No. 20 Tahun 2018 yaitu
Agathis labillardieri Warb., Intsia pa-
lembanica Miq., Nepenthes maxima
Reinw. ex Ness. dan Pigafetta filaris
(Giseke) Becc.

Spesies yang masuk dalam kate-
gori Perdagangan Convention on
International Trade in Endangered
Species (CITES) Tahun 2017, dite-
mukan 31 jenis. Sedangkan spesies
yang masuk dalam kategori tum-
buhan langka menurut Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun
2001, ditemukan 16 jenis.

Jenis Baru dan Endemik yang di-
temukan yaitu : Calamus kebarien-
sis Maturb et al. (Lembah Kebar,
Gunung Netoti), Calamus catubouwen-
sis Calamus arfakensis Becc. (Peg.
Arfak dan sekitarnya), Calamus sa-
sae J.Dransf. (Perbukitan Warmare-
Minyambouw). Tidak kurang dari
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20 6

DD
Low Risk Data Deficient

200 spesies burung dari 110 famili
ditemukan pada saat survei, 37 spe-
sies diantaranya adalah spesies ber-
nilai konservasi tinggi dengan kri-
teria; 2 jenis burung masuk dalam
kriteria NKT 1.2. yaitu spesies yang te-
rancam punah (VU) menurut IUCN;

6 jenis burung masuk dalam kriteria

NKT 1.3, yaitu spesies yang sebaran-

nya terbatas di Papua Barat (EnPB)

dan Papua (EnP); 12 jenis burung

yang masuk dalam Kriteria NKT 1.4.

yaitu burung-burung yang bermigra-

si ke Pegunungan Arfak selama mu-
sim dingin di Australia dan Asia, dan
yang menggunakan kawasan terse-
but secara temporer atau kadang-ka-
dang menetap (Resident); 7 jenis bu-
rung masuk dalam kriteria CITES

(Appendix I dan II); dan 10 jenis bu-

rung dilindungi oleh UU Pemerintah

Republik Indonesia.

Rekomendasi pengelolaan kawasan
yaitu sebagai berikut :

e Pengembangan ekonomi kreatif
masyarakat adat sebagai salah satu
bentuk kompensasi masyarakat
adat menjaga hutan

e Penguatan kelembagaan masya-
rakat adat dalam pengelolaan sum-
berdaya alam dan jasa lingkungan
berbasis kearifan lokal dengan ke-
terlibatan gender dalam pemban-
gunan berkelanjutan

Peningkatan kapasitas para pihak

sebagai pelaku pembangunan

e Menyusun dan menetapkan indi-
kator pembangunan berkelanjutan
sesuai kontekstual Tanah Papua
dengan bertitik berat pada kesejah-
teraan OAP, sehingga target pem-
bangunan Dberkelanjutan dapat
tercapai tanpa mengabaikan kepen-
tingan OAP. @

Mengu:apkan
SEI.AMAT MEHAYAHAN NATAL 5} BESEMBER 2013




PENGETAHUAN LOKAL

Buah Hitam: Artefak Etnis Wandamen

dalam Mendukung Pengelolaan

SDA Hutan Adaptif di Papua Barat

Antoni Ungirwalu, Dosen pada Fakultas Kehutanan Universitas Papua

ritik terhadap konsep pengelo-
laan hutan di Indonesia yang
berkembang selama ini berasal
dari konsep luar yang lebih di
fokuskan pada sistem produk-
si hasil hutan kayu dalam skala besar.
Pergesaran kebijakan kehutanan di In-
donesia saat ini ke arah pengelolaan
hutan berbasis masyarakat (communi-
ty based forest managemant) membuka
peluang bagi perbaikan sistem penge-
lolaan hutan khususnya di Papua Ba-
rat. Perubahan kebijakan ini menjadi
sangat penting mengingat komunitas
masyarakat adat (tradisional) yang
multietnis. Kehidupan dalam kese-
hariannya mengedepankan keselara-
san alam dalam praktek pemanfaatan
sumber daya hutan (SDH) khususnya
dalam memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya. Melalui praktek pemanfa-
atan tradisional yang diterapkan se-
cara subsisten, hutan yang dikelola
oleh masyarakat terbukti memberikan
manfaat yang begitu besar bagi kelom-
pok-kelompok etnis di Papua Barat.

Karakteristik Ekologi-Budaya
Wandamen

Masyarakat Papua pada umumnya,
secara etnoekologi dari aspek kesa-
tuan ekologi-budaya memiliki wu-
jud karya budaya (artefak) yang men-
jadi penciri identitas dan entitasnya.
Sayangnya banyak artefak di Papua
yang belum terdeskripsi dengan baik
karena budaya lisan (penutur) lebih
dominan jika dibandingkan dengan
tulisan sehingga berdampak pada
minim publikasi. Dalam tulisan ini
deskripsi lebih banyak mengungkap-
kan keberadaan etnis Wandamen.
Secara administratif komunitas ma-
syarakat adat ini berada di Kabupaten
Teluk Wondama Provinsi Papua

Etnis Wandamen. SUMBER: DOKUMENTASI KEL. TOREY

Barat yang hidup dalam wilayah adat
Saireri dengan wilayah zona ekologi
rawa daerah pantai dan muara sun-
gai (Mansoben, 1995).

Lingkungan ekologi etnis
Wandamen berkembang pada tiga zo-
nasi yaitu (1) zona ekologi rawa dae-
rah pantai dan muara sungai, (2)
zona ekologi daerah pantai, dan (3)
zona ekologi kaki gunung serta lem-
bah-lembah kecil. Lokasi tersebut
saat ini telah banyak berubah menja-
di kampung yang dibentuk oleh mar-
ga-klen-keret sejak nenek moyang me-
reka. Penduduk asli etnis Wandamen
berasal dari dua suku besar yaitu
suku Wamesa (90%) dan suku Sough
(10%). Sub-etnis (mikro-etnis) dalam
suku Wamesa yang memiliki penge-
tahuan tentang pemanfaatan buah
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hitam, dimana secara komunal et
nis ini memiliki struktur sosial de-
ngan tipe kekerabatan Iroquois yang
diwariskan kepada generasi beri-
kutnya melalui sistem patrilineal.
Sementara sistem kepemimpinan tra-
disional mereka adalah sistem kepe-
mimpinan campuran antara sistem
kepemimpinan Raja dan Ondoafi,
dan Pria Berwibawa (Malcoln, 1987;
Mansoben, 1995). Salah satu jati diri
yang dapat ditemukan masyarakat
adat etnis Wandamen berkaitan den-
gan kepercayaan tradisional ada-
lah mitologi yang menyelimuti pola
kepercayaan tradisional cargo cults
terdiri dari: Okultuisme dan Mitos.
Keduanya turut mempengaruhi pola
kehidupan masyarakatnya, termasuk
pemanfaatan dan pelestarian buah

Tegakan Buah Hitam. suMBER: A.UNGIRWALU

hitam.

Secara tradisional, sejak dulu
masyarakat etnis Wandamen me-
manfaatkan tumbuhan hutan jenis
Haplolobus sp. yang secara lokal di-
kenal dengan sebutan *Pi Airawi”
atau “buah hitam”. Secara etimolo-
gi penyebutan “Pi Airawi” (Wamesa)
berarti buah (benda) yang berada
di atas pohon (berwarna hitam bagi
buah yang telah matang). Okultuisme
“Pivenana airawi” meyakini bahwa di
dalam hutan dan dalam setiap tum-
buhan hutan terdapat roh atau mah-
luk halus yang menghuninya. Sebagai
tumbuhan lokal jenis flora Malesiana
yang dimanfaatkan dalam keseharian
mereka, buah hitam telah berpenga-
ruh kuat terhadap proses pemben-
tukan karakteristik sosial-budaya et-
nis Wandamen, terutama dalam pola
kearifan lokal masyarakat sebagai ha-
sil dari interaksi masyarakat dengan
lingkungan hutannya.

Sagu (Metroxylon sago) adalah tana-
man hutan yang dimanfaatkan suku
Wamesa sebagai sumber pangan uta-
ma. Selain itu jenis pagan alterna-
tif lainnya selain adalah buah hitam
(Haplolobus spp.), matoa (Pometia pin-
nata), langsat (Langsium domesticum),
cempedak (Arthocharpus integer) dan
manggis hutan (Garcinia mangosta-
na). Dalam lingkungan masyarakat
adat Wandamen tumbuhan hutan da-
pat dijadikan sebagai bagian dari an-
trophogeography  (Fischer-Kowalski
dan Weisz 1999; Poerwanto 2005) se-
kaligus mendukung teori land ethic
(Leopold, 1949; , 1983; Geertz, 2003;
Awang, 2006), dimana pemanfaatan
tumbuhan hutan dapat dikombinasi-
kan dalam pandangan ekologi dan ag-
raria (pertanian) dalam sistem penge-
lolaannya.

Pengelolaan Adaptif HHBK
Buah Hitam

Buah hitam adalah jenis Flora
Malesiana yang penyebarannya pada
hutan alam dataran rendah dengan
penyebaran sampai pada ketinggian
850 m dpl. Tumbuhan ini digolon-
gkan sebagai salah satu tumbuhan
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) un-
ggulan yang dimanfaatkan etnis
Wandamen. Secara fisiografis lokasi
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habitat pemanfaatan tumbuhan buah
hitam berada pada tiga lokasi yaitu:
(1) hutan primer/alam, (2) hutan se-
kunder dan (3). kebun atau pekarang-
an (Ungirwalu dkk., 2016).

Bentuk pemanfaatan untuk ma-
sing-masing lokasi dari hutan pri-
mer ke hutan sekunder menggambar-
kan bentuk perubahan evolusi pola
adaptasi dari aktivitas proses pem-
bentukan mata pencaharian etnis
Wandamen yaitu keadaan transisi dari
pola sistem berburu dan pengumpul
menuju sistem perladangan berpin-
dah (budidaya). Hubungan harmonis
masyarakat dengan hutan telah men-
jadi kultur dan identitas suatu komu-
nitas, bahkan sikap dan tindakan me-
reka merupakan cermin kebudayaan
etnis masing-masing (Awang, 2006).
Hubungan antara tingkah laku ma-
nusia dengan lingkungan disebut
dengan environmental determinism.
Proses perubahan lingkungan ekolo-
gi habitat tumbuhan buah hitam yang
dimulai dari tumbuhan liar (hutan
alam) menjadi tumbuhan yang dibu-
didayakan (hutan sekunder dan ke-
bun-pekarangan) sebagai wujud res-
pon adaptasi etnis Wandamen dalam
memanfaatkan potensi SDA tersebut.

Buah (fruit) merupakan bagian
tumbuhan yang paling dominan di-
manfaatkan oleh masyarakat adat et-
nis Wandamen. Selain itu biomasa
tegakan (kayu) dimanfaatkan juga se-
bagai bahan bangunan dan kayu ba-

Kiri : Buah Hitam ([ A.UNGIRWALU/ UNIPA)

Kanan: Sagu Buah Hitam /Beriam Tereu). 0. MATANI & A. UNGIRWALU

kar. Tampilan fisik tegakan (pohon)
buah hitam dijadikan simbol pemba-
tas hak dan wilayah kepemilikan adat
kelompok marga/klen/keret dalam
etnis Wandamen adalah bagian dari
interaksi dan adaptasi mereka de-
ngan lingkungan (hutan).

Perilaku interaksi dan adaptasi
manusia dapat dilihat dalam dua di-
mensi, yaitu sistem budaya dan sis-
tem sosial. Hubungan interaksi sosial
yang terjadi antara individu terhadap
adaptasi lingkungan dalam memanfa-
atkan tumbuhan buah hitam meng-
hasilkan wujud fisik kebudayaan (ar-
tefak), yaitu berupa simbol konstitusi
(constitutive symbol) dan simbol kog-
nitif (cognitive symbol). Sementara hu-
bungan tingkah laku atau interaksi
sosial antara manusia dalam sistem
sosialnya terhadap proses pemanfaa-
tan buah hitam terdapat dua simbol
interaksi yaitu: simbol penilaian (eva-
luative symbol) dan simbol pengung-
kapan perasaan (expression symbol).

Bentuk interaksi simbolik pemanfa-
atan buah hitam bermakna ganda ka-
rena bisa bersifat positif (association)
seperti antara lain kerja sama (cooper-
tion) dan akomodasi (accomodation).
Akan tetapi, dapat pula bersifat ne-
gatif (dissociation) diantaranya beru-
pa persaingan (competition) dan per-
tikaian (conflict) yang dijumpai dalam
sejarah panjang sistem pemanfaatan-
nya. Oleh karena itu menjadi catatan
penting dan perlu secara bijak mene-
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rapkan pola sistem pengelolaan yang
ramah terhadap lingkungan ekolo-
gi, sosial dan mampu memberikan
manfaat bagi peningkatan kesejahte-
raan masyarakatnya. Secara ideal inti
ekologi-budaya adalah bahwa manu-
sia harus menyesuaikan diri (adaptif)
dengan sistem alam dan harus mem-
bolehkan lingkungan hutan hadir
pada pikiran masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka
pertanyaan mendasar yang perlu di-
jawab adalah apakah artefak dari sis-
tem pemanfaatan dan perlindungan
tanaman lokal buah yang dimanfaa-
takan etnis Wandamen penting bagi
pengelolaan hutan di Papua Barat?.
Dalam tulisan ini praktek tradisio-
nal komunitas masyarakat adat di
Papua khususnya masyarakat adat
Wandamen telah berhasil mengun-
gkapkan sistem pemanfaatan dan
perlestarian sumberdaya alam pada
tatanan skala lokal ekologi dan sosial
sebagai wujud pengelolaan SDA adap-
tif. Didalamnya mengandung kon-
sep yang bersifat holistik baik seba-
gai sumberdaya lokal, pengetahuan
lokal, nilai lokal, teknologi lokal, me-
kanisme pengambilan keputusan lo-
kal, serta solidaritas kelompok lokal.
Keunggulan komparatif pengelola-
an SDA adaptif ini seharusnya menja-
di kekuatan tersendiri, secara khusus
dalam mendukung Provinsi Papua
Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan
di Indonesia. Semoga. @

DEKLARASI MANOKWARI

Analisa Tata Ruang Menuju
Provinsi Pembangunan Berkelanjutan

emerintahan Papua Barat memasuki era pe-
merintahan baru dengan menerapkan para-
digma baru dalam pelaksanaan pembangunan
yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemba-
ngunan ekonomi dan pelestarian alam serta pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat. Buat kebanyakan
masyarakat, ini merupakan suatu langkah yang berani;
tetapi sebenarnya ini adalah suatu keharusan. Keharus-
an karena paradigma pembangunan selama ini yang
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan
pemanfaatan sumber daya alam, belum dapat membe-
rikan manfaat ekonomi langsung pada masyarakat dan
di sisi lain kerusakan lingkungan terus meningkat.
Langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Barat di-
mulai saat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Kon-
servasi pada tanggal 19 Oktober 2015; Dengan Penan-
datangan Deklarasi Manokwari, saat pelaksanaan
International Conference on Biodiversity, Ecotourism
and Creative Economy (ICBE 2018) serta ditetapkan Per-
dasus mengenai Provinsi Papua Barat sebagai Provin-
si Pembangunan Berkelanjutan pada 20 Maret 2019.
Revisi tata ruang wilayah Papua Barat untuk mene-
tapkan minimal 70% kawasan daratan sebagai kawa-
san lindung, merupakan salah satu komitmen penting
dari Deklarasi Manokwari dan gagasan revisi ini diper-
kuat lagi lewat Aspirasi Teminabuan yang dikeluarkan
Bupati dan Walikota Provinsi Papua Barat yang men-
dukung komitmen dan tujuan revisi tata ruang ini.

Berangkat dari gagasan dan komitmen ini,
BALITBANGDA Provinsi Papua Barat dan Conservation
International (CI) melakukan serangkaian pertemu-
an mengagas tentang pemilihan metode dan kriteria
yang dapat digunakan dalam melakukan revisi ini.
Pemilihan metode dan kriteria dianggap perlu agar
proses dan hasil revisi secara ilmiah dapat dipertang-
gungjawabkan secara umum, baik untuk pemerintah
pusat dan dunia usaha, tetapi juga untuk menghindar-
kan kesan bahwa keputusan revisi tata ruang ini ha-
nya berdasarkan emosional atau kedaerahan sema-
ta. Dalam perjalanannya, kegiatan analisa ini dibantu
staf dan pengajar spasial dari Departemen Arsitektur
Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB.

Analisa dilakukan dalam 3 tahapan utama: 1) inven-
tarisasi (termasuk studi literatur dan pengumpulan
data spasial dan non-spasial, serta kunjungan lapang-
an); 2) analisis (FGD terbatas dengan OPD terkait dan

Mitra Pembangunan Papua Barat dan multi criteria de-
cision making); dan 3) sintesa (pelaksanaan lokakarya
dan penyampaian rekomendasi). Pelaksanaan kegia-
tan pada Maret - Mei 2019. Tahapan analisa dapat dili-
hat dalam diagram ini.

Inventarisasi » Analisis » Sintesis
I. Desk study [. Multi Criteria
2. Pengumpulan data Decision Making |
3. Persiapan data (MCDM) MO:I_‘::IJE"E:::E::::(EP
spasial 2. Focus Group
4. Survei lapang Discussion (FGD)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - i

Gagasan untuk Rencana Provinsi Konservasi untuk Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil diskusi dan ketersedian data de-
ngan memperhatikan tujuan analisa ini, maka anali-
sa kemungkinan pola ruang menggunakan 21 krite-
ria biofisik, termasuk tingkat kemiringan, penyebaran
biodiversity, lokasi kawasan konservasi dan lainnya.
Hasil overlay dibuat dalam 4 alternatif penentuan pola
ruang Papua Barat (kawasan lindung dan kawasan bu-
didaya) berdasarkan berbagai skenario, mulai dengan
batasan 60% - lebih 75%.

Hasil analisa ini dengan menggunakan 21 kriteria
biofisik, menghasilkan 4 skenario penentuan ruang
Papua Barat sebagai berikut:

1. Alternatif 1 (batasan 60%), artinya daerah yang lu-

asnya mencakup 21 kriteria melebihi 60% luas akan
diusulkan sebagai daerah lindung dan sisanya ada-
lah kawasan budidaya.
Alternatif 1 menghasilkan 82% luas daratan Papua
Barat dapat diusulkan sebagai kawasan lindung
dan sisanya 18% luas daratan Papua sebagai kawa-
san budidaya

2. Altenatif 2. Kawasan lindungan dibedakan atas 2
prioritas. Prioritas 1, dengan batasan (threshold)
jika memiliki lebih dari 65% kriteria yang diguna-
kan; Prioritas 2 dengan batasan antara 60%-65%
kriteria dan kawasan budidaya dengan batasan
kurang dari 60% kriteria.
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Alternatif 1

-

“u

Threshold 60% kriveria

Lindung : Budidaya
82% : 18%

K Lindung Prioritas 1 i
I Kawasan !n ung r!cm- as & oW o w50 180 20 2 3

Kawasan Lindung Prioritas 2 Hilometens 3
I kawasan Budidaya 2

Alternatif 2 menghasilkan 59% luas daratan Papua
Barat sebagai kawasan lindung Prioritas 1, dan 23%
kawasan lindung Prioritas 2 dan sisanya 18% luas da-
ratan Papua Barat sebagai kawasan budidaya.

3. Altenatif 3. Kawasan lindungan dibedakan atas 2 pri-
oritas. Prioritas 1, dengan batasan (threshold) jika
memiliki >70% kriteria yang digunakan; Prioritas 2
dengan batasan antara 60%-<70% kriteria dan kawa-
san budidaya dengan batasan >60% kriteria.
Alternatif 3 menghasilkan 32% luas daratan Papua
Barat sebagai kawasan lindung Prioritas 1, dam 50%
kawasan lindung Prioritas 2 dan sisanya 18% luas da-
ratan Papua Barat sebagai kawasan budidaya

4. Altenatif 4. Kawasan lindungan dibedakan atas 2 pri-

oritas. Prioritas 1, dengan batasan (threshold) jika me-
miliki <75% kriteria yang digunakan; Prioritas 2 den-
gan batasan antara 60%-<75% kriteria dan kawasan
budidaya dengan batasan <60% kriteria.
Alternatif 4 menghasilkan 3% luas daratan Papua
Barat sebagai kawasan lindung Prioritas 1, dan 79%
kawasan lindung Prioritas 2 dan sisanya 18% luas da-
ratan Papua Barat sebagai kawasan budidaya

Hasil analisa fungsi ruang Papua Barat dengan meng-

Alternatif 2
- ‘I..h -‘..I
S -

Prigritas 1 (= 65% kriteria)
Pricritas 2 (60% = kriteria = 65%)
Budidaya [< 60% kriteria)

Prioritas 1 : Prioritas 2 : Budidaya
59% : 23% : 18%

gunakan 21 kriteria biofisik menyimpulkan bahwa sekitar
75-82% luas daratan Papua Barat dapat ditetapkan seba-
gai kawasan lindung. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan
usulan atau rekomendasi yang selama ini dipakai da-
lam International Conference on Biodiversity, Ecotourism,
Creative Economy (ICBE 2018), Deklarasi Manokwari
(2018), maupun Aspirasi Teminabuan (2019). Analisa ini
juga mengisyaratkan bahwa apapun keputusan RTRW
yang diambil, pembangunan di Papua Barat harus mem-
perhatikan keadaan biofisik, baik untuk tetap menjaga
kelestarian biodiversity dan fungsi ekologis maupun un-
tuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak
menimbulkan bencana dan kerugian ekonomi.
Pertanyaan utama yang muncul pada saat FGD di
Manokwari maupun dalam proses revisi RTRW ini ada-
lah “Apakah dengan mengalokasikan hanya 30% luas da-
taran Papua Barat pembangunan di Papua Barat bisa
berkelanjutan?” Jawabannya tentu bisa beragam, ter-
gantung dari cara pandang. Bagi yang telah “keenak-
an” dengan business as usual (pembangunan dekade
ini) yang menggantungkan pada pemanfaatan sumber
daya alam dan mengejar pertumbuhan ekonomi bela-
ka, maka alokasi 30% lahan untuk budidaya mungkin
tidak cukup. Namun yang perlu dicatat, pendekatan

Alternatif 3

Prioritas 1 [» T0% kriveria)
Prioritas 2 [60% > kriveria > T0%)
Budidaya (< 60% kriteria)

Prioritas 1 : Prioritas 2 : Budidaya
32% : 50% : 18% 3%

pembangunan “konvensional” ini, belum berhasil meng-  yang baru, seperti Provinsi Konservasi atau Provinsi
angkat kesejahteraan masyarakat di Papua Barat (dan = Pembangunan Berkelanjutan.
Kalau dialokasikan 30% dari luas daratan Papua Barat

Papua), sehingga diperlukan pendekatan pembangunan

MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM)

Overlay Tahap 1

Kawasan rawan bencana alam

PETA PRIORITAS KAWASAN LINDUNG

Alternatif &

Prioritas 1 |> 75% kriteria)
Prigritas 2 (60% = kriteria = 75%) A2
Budidaya [< 60% kriteria) B,

Prioritas 1 : Prioritas 2 : Budidaya

: 79% : 18%

(99.671 km?) maka tersedia lahan bu-
didaya seluas 29.901 km? untuk kegia-
tan pembangunan. Luas ini seharusnya
“cukup” untuk kegiatan pembangunan
ekonomi dan infrastruktur. Namun cu-
kup ini sangat bergantung dari pende-
katan pembangunan yang akan dilaksa-
nakan. Sebagai contoh kita bisa melihat
Provinsi Bali, dengan luas provinsi ha-
nya 5,633 kmz, jumlah penduduk (2018)
4,225 juta dan IPM (2017) 0.63 (perin-
gkat 5 secara nasional). Juga Israel, ter-
masuk negara kecil dengan luas wilayah
sekitar 22,072 km? dengan jumlah pen-
duduk 8,8 juta dan IPM 0,90. Dapat dili-

ALTERNATIF 1
THRESHOLD: &60%

hat Bali bergantung pada pemanfaatan
jasa lingkungan (pengembangan pa-
rawista) dan Israel pada pengembangan

ALTERNATIF 2 ALTERNATIF 3 ALTERNATIF 4
KATEGORI 1 (> 65% kriteria) KATEGORI 1 (> 70% kriteria)

KATEGORI 3 (< 60% kriteria) KATEGORI 3 (< 60% kriteria)

KATEGORI 1 (> 75% kriteria)
KATEGORI 2 (80% > kriterla > 65%) KATEGORI 2 (80% > kriteria > 70%) KATEGORI 2 (80% > kriterla > 75%)
KATEGORI 3 (< 60% kriteria)

teknologi. Jelas, semuanya tergantung
dari pilihan pembangunan.
@ Yance de Fretes/CI
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KEARIFAN LOKAL

Nat Gato Tom Fowa (Sasi Adat) Marga Yessa
Kampung Resye, Womom, dan Warmandi

di Distrik Tubow dan Distrik Abun
Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

William G. Iwanggin dan Wika Rumbiak, Policy and Government Relation Coordinator WWF-Indonesia

Program Papua, Landscape West Papua

asi yang dalam bahasa suku

Abun, Kabupaten Tambrauw

adalah Nat Gato Tom Fowa.

Tradisi ini, merupakan salah

satu bentuk konservasi tradi-
sional masyarakat Papua selain dila-
kukan oleh masyarakat Maluku. Tra-
disi ini juga merupakan salah satu
kearifan lokal dalam menjaga dan me-
lestarikan sumber daya alam menu-
rut kesepakatan bersama. Untuk me-
lakukan Tradisi ini, tidak diperlukan
aturan khusus untuk mengaturnya,
cukup dengan adanya kesepakatan
bersama antara masyarakat pemilik
hak ulayat dengan pemerintahan kam-
pung setempat dan melibatkan para
pemuka agama (Kristen maupun Mus-
lim). Sehingga, secara tidak langsung,
Tradisi ini merupakan janji atau kese-
pakatan bersama manusia yang meli-
batkan Sang Pencipta (hubungan Ver-
tikal)

Nat Gato Tom Fowa yang dilakukan
oleh marga Yessa di Kampung Resye,
Womom dan Warmandi, merupakan
tradisi yang berdasar pada kesada-
ran marga Yessa sebagai pemilik hak
ulayat di kawasan pesisir utara ka-
bupaten Tambrauw terhadap sum-
ber daya alam mereka berupa satwa
liar (fauna) yang semakin berkurang
akibat perburuan yang dilakukan
oleh masyarakat dari luar Kampung
Resye, Womom dan Warmandi.
Perburuan yang dilakukan oleh ma-
syarakat luar ini, sebenarnya sudah
mendapatkan ijin oleh beberapa pe-
milik hak ulayat untuk pengambi-
lan sumber daya alam hewani me-
reka seperti rusa dan babi hutan

Pelaksanaan Nat Gato Tom Fowa. (WILLY/WWF INDONESIA)

dengan cara-cara tradisional yai-
tu memasang jerat / perangkap dan
berburu menggunakan tombak dan
panah. Biasanya dalam kesepakatan
ini, ada transaksi berupa pembaya-
ran uang administrasi (ijin berburu)
ke pemilik hak ulayat yang bersan-
gkutan dengan besaran uang admi-
nistrasi yang bervariasi sesuai kese-
pakatan antara pemburu dan pemilik
hak ulayat. Namun, dalam praktek-
nya, pengambilan sumber daya alam
(fauna) tidak berdasarkan pada kese-
pakatan awal, yaitu hanya mengam-
bil rusa dan babi hutan saja, tetapi
semua jenis fauna yang terkena jerat
sudah pasti akan dibawa pulang kare-
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na ada hasil tangkapan sampingan se-
lain rusa dan babi hutan yang sudah
mati di perangkap (jerat) tersebut.
Jumlah jerat tradisional yang dipa-
sang sangatlah banyak, dapat men-
capai 1000 pasang jerat (perangkap)
yang terpasang dengan sistem tradi-
sional. Dapat dibayangkan jika da-
lam sehari, para pemburu mendapat-
kan 5-6 ekor hasil buruan fauna jenis
apa saja, maka dalam sebulan mere-
ka memperoleh sekitar 150 - 180 ekor
fauna. Biasanya hal ini terjadi kare-
na kurangnya pengawasan yang di-
lakukan oleh pemilik hak ulayat dan
masyarakat kampung, sehingga para
pemburu ini mengambil sumber daya

alam masyarakat sesuka hati dengan
tujuan memperoleh keuntungan yang
sebesar-besarnya tanpa memperha-
tikan keseimbangan (daya dukung)
sumber daya alam tersebut.

Setelah 3 - 4 tahun proses pembe-
rian ijin untuk para pemburu ini te-
rus dilakukan, masyarakat kampung
dan pemilik ulayat yang sering me-
lakukan pemburuan terhadap rusa
dan babi hutan mulai menyadari be-
tapa susahnya saat ini untuk men-
dapatkan hasil buruan berupa rusa
dan babi hutan. Selain itu, disada-
ri oleh masyarakat dan pemilik hak
ulayat, bukan hanya rusa dan babi
hutan yang jarang dijumpai, namun
sejumlah fauna seperti kasuari, mam-
bruk, maleo, merpati pantai, kangu-
ru pohon, kus-kus, Kanguru tanah
(lau-lau/paunaro) bahkan penyu pun
mulai susah untuk dijumpai. Hal ini
menjadi dasar kesadaran masyarakat
kampung Resye, Womom, Warmandi
dan pemilik hak ulayat marga Yessa
untuk melindungi sumber daya alam
mereka terutama sumber daya alam
fauna (hewani).

Berdasarkan hasil kesepakatan
Marga Yessa, Nat Gato Tom Fowa pun
mulai dirancang bersama dengan du-
kungan WWF-Indonesia Program
Papua, West Papua Landscape. Nat
Gato Tom Fowa yang disepakati me-
liputi, Nat Gato Tom Fowa terhadap
semua jenis satwa liar (fauna) yang
terdapat di dalam wilayah kelola ma-
syarakat adat Marga Yessa, yaitu se-
mua jenis satwa liar kecuali babi hu-
tan dan biawak (soa-soa) dan semua
jenis penyu (daging dan telur) yang
dimulai dari sebelah timur yang ber-
batasan dengan kepemilikan marga
Yohanes Sundoy sampai batas barat

Tabel Luasan Kelola
Masyarakat adat
(Daratan & Lautan)

Wilayah Wilayah
Sasi (Ha) | Kelola (Ha)

Daratan | 14.393,56 5.841,87
Lautan 38.704,11 898,77
Total 53.097,67 6.740,64

Proses kesepakatan batas dan satwa
Nat Gato Tom Fowa.

Proses doa Nat Gato Tom Fowa oleh
Pendeta dari GKI Klasis Sausapor.
(WILLY/WWF INDONESIA)

yang berbatasan dengan kepemilikan
marga Yafeth Yesnath dari kampung
Resye, sebelah selatan berbatasan
dengan marga Sundoy dan sebelah
Utara berbatasan dengan Samudera
Pasifik. Namun di wilayah daratan,
tidak semua wilayah daratan dila-
kukan Nat Gato Tom Fowa, ada wi-
layah kelola untuk masyarakat kam-
pung dan masyarakat adat setempat.
Luasan wilayah Nat Gato Tom Fowa
darat sebesar 14.393,56 Ha sedang-
kan untuk luasan wilayah kelola ma-
syarakat adat sebesar 5.841,87 Ha.
Sedangkan untuk perairan, dari ba-
tas pasang tertinggi sejauh 100 me-
ter ke laut merupakan ruang kelo-
la masyarakat yang tidak di Nat Gato
Tom Fowa, sedangkan untuk 100 me-
ter sampai 6 mil laut, merupakan wi-
layah Nat Gato Tom Fowa untuk se-
mua jenis satwa liar di laut. Luasan
wilayah Nat Gato Tom Fowa wilayah
laut sebesar 38. 704,11 Ha sedangkan
untuk wilayah kelola masyarakat
adat di perairan sebesar 898,77 Ha.
Sehingga, jika ditotalkan, jumlah wi-
layah Nat Gato Tom Fowa daratan dan
lautan sebesar 53.097,67 Ha sedang-
kan untuk luasan wilayah kelola ma-
syarakat adat daratan dan lautan se-
besar 6.740,64 Ha (Tabel)

Terkait dengan batas waktu Nat
Gato Tom Fowa di wilayah marga
Yessa ini, berdasarkan kesepakatan
bersama, tidak dibatasi oleh lamanya
Nat Gato Tom Fowa ini dilakukan. Nat
Gato Tom Fowa ini akan dibuka apabi-

la masyarakat dan pemilik hak ulayat
Marga Yessa menilai bahwa sumber
daya alam mereka (satwa liar) telah
pulih seperti sebelumnya.

Acara Nat Gato Tom Fowa yang di-
laksanakan pada 06 September
2019 di Taman Pesisir Jeen Womom,
Pantai Jeen Yessa I (Batu Rumah), di-
hadiri oleh Wakil Bupati Tambrauw,
Mesak M. Yekwam, SH. dan perwa-
kilan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tambrauw, Kepala KPHP
Wil. IV Kabupaten Tambrauw dan
Kepala UPTD Jeen Womom. Hal ini
merupakan momentum yang sejalan
dengan tujuan Kabupaten Tambrauw
sebagai Kabupaten Konservasi di
Provinsi Papua Barat.

Melalui Nat Gato Tom Fowa ini, ma-
syarakat secara tidak langsung te-
lah menyadari pentingnya menjaga
kelestarian sumber daya alam mere-
ka. Hal ini sejalan dengan tujuan kon-
servasi yang terus di kerjakan oleh
WWF-ID Program Papua dalam men-
jaga, melindungi dan melestarikan
sumber daya alam Papua.

°
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PROFIL OPD

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

Visi
Meningkatkan Produksi Pertanian
untuk kesejahteraan Petani

Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas maka
THP-Bun Provinsi Papua Barat mene-
tapkan Misi antara lain:

e Peningkatan produktivitas, pro-
duksi dan mutu produksi komodi-
ti Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan

¢ Penyiapan infrastruktur pertanian
(JUT, irigasi, pupuk, dll)

¢ Pengendalian Organisme Peng-
ganggu Tanaman (OPT), dan anti-
sipasi perubahan ikilim (kering
dan banjir)

¢ Pengembangan dan penguatan
sistem perbenihan

¢ Penanganan/Pengelolaan hasil
produksi dan pemasaran.

¢ Meningkatkan Sumber Daya

s2| KASUARI

Manusia Pertanian (Petani dan pe-

tugas)

Secara umum Tugas pokok dan
fungsi Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Perkebunan ber-
pedoman pada Peraturan Gubernur
Papua Barat Nomor: 07 Tahun

2017 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Provinsi Papua Barat
(THP-Bun).

Dr. Yacob S.
Fonataba, SP.M.Si

Kepala Dinas
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan
Provinsi Papua
Barat

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerinta-
han bidang pertanian sub urusan ta-
naman pangan, hortikultura dan per-
kebunan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, THP-Bun Provinsi Papua

Barat mempunyai fungsi sebagai be-

rikut:

e Perumusan kebijakan teknis bi-
dang prasarana dan sarana, ta-
naman pangan, hortikultura, per-
kebunan dan penyuluhan, pasca
panen dan bina usaha;

e Pelaksanaan kebijakan bidang
prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan
dan penyuluhan, pasca panen dan
bina usaha.

e Pelaksanaan evaluasi dan pe-
laporan bidang prasarana dan sa-
rana, tanaman pangan, hortikul-
tura, perkebunan dan penyuluhan,
pasca panen dan bina usaha;

e Pelaksanaan administrasi bidang
prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan
dan penyuluhan, pasca panen dan
bina usaha;

e Pelaksanaan fungsi lain yang dibe-
rikan oleh Gubernur, sesuai tugas
dan fungsinya.

Arah Kebijakan

e Meningkatkan kapasitas produksi
melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian.

* Meningkatkan daya saing dan nilai
tambah komoditi pertanian.

e Meningkatkan produksi dan di-
versifikasi sumber daya pertanian.

 Pengelolaan dan pemanfaatan kea-
nekaragaman hayati.

» Memperkuat kapasitas mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim.

BAGAN ORGANISASI CEPALADINAS
DAN TATA KERJA DINAS VACOB S.FONATABA
TANAMAN PANGAN, SP.M.Si ’
PERKEBUNAN PROVINSI 19650710 199610 1 001 KARTINI KATERINA
PAPUA BARAT ATURURI,S.ST
NIP.
| 19651019 199203 2 008
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 0 |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
POPON KOMARIAH, SH JOHANNIES D. A. LULUT SISWANTO, SP
NIP. APITULEY, SP NIP.
19600101 198603 2 026 NIP. 19820506 201004 1 001
19670625 200605 1 001
BIDANG BIDANG BIDANG PEREKEBUNAN BIDANG SARANA

TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA

LODWIK ANARI, SP, MM
NIP.
19760417 200412 1 001

ANTHONI D.FJENUSI,
S,ST
NIP.
19660819 199610 1 002

BENIDIKTUS HERY Pﬁéﬁ@gfmﬂj”
WIJAYANTO,SP.MSi
NIP. Ir. HAMJAH MOKOGINTA
19730811 199712 1 001 NIP.

19620429 198902 1002

]

]

]

]

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PRODUKSI SEKSI LAHAN IRIGASI &

CAHTERINE ANN YULANDAR. YULIANTO TRI ARDIAN PEMBIYAAN
PENTURY, ST - MAMBRASAR,SP.MSi H NIP. H SABAN PATIRAN
NIP. NIP. 19730721 200605 1 001 NIP.
19790105 200605 2 003 19800117 200605 2 003 19640404 198908 1 002
SEKSI PERBENIHAN & SEKSI PERBENIHAN & SEKSI PERBENIHAN & SEKSI
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN PUPUK PESTISIDA &
ARY KILALA, SP - MARTIN KREY, S.ST 1 YAHYAF. WALLY, S.Hut H ALSINTAN
NIP. NIP. NIP. BASO RAHMAT, SP
19780217 200801 1 010 19670323 199403 1 009 19860202 2001004 1001 NIP.

19610707 198703 1 018

SEKSI PENGOLAHAN &

SEKSI PENGOLAHAN &

SEKSI PENGOLAHAN & SEKSI PENYULUHAN

PEMASARAN PEMASARAN PEMASARAN PITSON S.H
DINA WATOFA, S.Sos L KOSASIH, A.Md.P L AGNES R. AYATANOI, L MANUPAPAMI, SP
NIP. NIP. S.Hut NIP.
196221230 199203 2 004 19651122 199011 1 001 NIP. 19771125 199610 1 001

19820830 201004 2 001

UPTD
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n. W
Untuk Hutan.

Tarian Tifa, mengilustrasikan
melindungi hutan Papua Barat.

—
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